
1. Pasal 8 ayaL (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tcntang 
Pcnctapan Pcraturan Pernerintah Pcnggo..nti Unda ng- 
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tcntang Pembcntukan 
Dacrah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Dacrah 
Tingkat I Sulawesi Tcnggara dcngan mengubah 
Undang-undang Nomor 4 7 Prp.Tahun 1960 ten tang 
Pcmbcntukan Daerah, Tingkat I Sulawesi Utara- 
Tengah dan Dacrah Tingkal I Sulawesi Sclatan- 
Tcnggarn (Lernbara n Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2687); 

a. bahwa produk hukum dacrah, me rupakan bagian 
dari peraturan pcrundang-undangan yang sangat 
dipcrlukan guna pcnyclcnggaraan otonomi dacrah, 
penjabaran pcraturan perundang-undangan yang 
lcbih tinggi serta menampung kondisi khusus 
dacrah dan aspirasi rnasyarakat scbagairnana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pernerintahan Dacrah; 

b. bahwa dalam rangka tcrtib adrninistrasi clan 
mcnjamin pembentukan Prociuk Hukurn daer ah 
yang baik perlu dilakukan sccara terencana tcrpadu 
dan tcrkcordinaai sorta dengan cara dan mctode 
yang baku dan staridar yang mcngikat lcrnbaga yang 
bcrwewenang; 

c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagairnana 
dimaksud huruf a dan huruf b, pcrlu rnembcntuk 
Peraturan Dacrah tentang Pedoman Pembcntukan 
Produk Hukum Daerah. 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

TENT ANG 

NOMOR: H TAHUN 2013 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

GUBEKI'IUR SUlAWESI TENGGARA 

... 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tcnggara. 

5. Pembentukan produk hukum daerah adalah proses 
pembualan peraturan perundang-undangan daerah yang 
dimulai dari tahap pcrencanaan, pcrsiapan, perumusan, 
pernbahasan, pcngesahan, pcngundangan, dan 
pen ye barluasan. 

Pasal 1 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 
PRODUK HUKUM DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

GUBERNURSULAWESITENGGARA 
dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! 
SULAWESITENGGARA 

Dengan Persetujuan Bersama 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undarig 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan] 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20) 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ). 
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(1) Produk hukum dacrah yang bcrsifat pengaturan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bcrbcntuk: 
a. peraturan dacrah; 

Pasal 3 

Prociuk IIukum Dacrah bersifat: 
a. pengaturan; dan 
b. perietapan. 

Pasal 2 

BAB II 
BENTUK, AZAS DAN MATERI PRODUK HUKUM DAERAH 

6. Pcraruran Daerah adalah Pcraturan Perundang-undangan 
yang dibcntuk Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah at as 
pcrsetujuan bersama Gubernur. 

7. Pcraturan Gubcrnur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi 
Tenggara. 

8. Peraturan Ber sarna Gubernur adalah pcrat.ura n ynng 
ditctapkan dua atau lebih Gubcrnur. 

9. Produk Hukum Dacra h adalah Pcraturan Dacrah , Pcratura n 
Gubernur, Pcraturan bcrsama Gubcrnur, Kcputusan 
Gubcrnur dan Pcraturarr/Keputusan yang ditctapka n DPRD 

10. Program Legislasi Dacrah yang sclanjutnya disebut Prolcgda 
adalah Instrumcn pcrencanaan program pcmbcntuko n 
Peraturan Daerah yang disusun sccara tercncana ter pad u 
dan sistimatik. 

11. Badan Lcgislasi Dacrah yang sclanjutnya disingkat Bakgda 
adalah alat kclengkapan DPRD yang bcrsifat tctap ynng 
dibentuk dalarn Rapat Paripurna DPRD. 

12. Satuan Kerja Pcrangkat Dacrah sclanjutnya diaingkat Sl<PD 
adalah Satuan Kerja Pcrangkat Dacrah Prnvinsi Sulaw.-s: 
Tcnggara. 

13. Pirnpinan SKPD adalah Pirnpinan Saluan Kerja Pcra ngknt 
Dacrah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

14. Biro Hukum adalah Biro Hukurn Sekretariat Dacrah. 
15. Naskah akadcmik adalah naskah hasil pcnclit ian atnu 

pengkajian hukum dan hasil penclitian terhadap su.it u 
rnasalah tertcntu yang dapat dipcrtanggungjawabkan sccara 
ilmiah mcngcnai pengaturan rnasalah tcrsebut dalarn suat u 
rancangan pcraturan daerah. 

16. Pengundangan adalah Pcnempalan Produk Hukum Daerah 
dalarn Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau 
Berita Daerah. 

17. Evaluasi adalah pcngkajian dan pcriilaian tcrhudap rna tcri 
Rancangan Pera tu ran Dacrah urituk rnengcta hui 
kescsuaiannya dcngan Pcraturan Pcrundang-undanga.n ynng 
lcbih tinggi. 

18. Klarifikasi adalah pengkajian da n pcnilaian icrhudnp 
Pcraturan Daerah, Pcraturan Gubcrnur untuk mcngeta hui 
bertentangan dengan kepentingan umum dan/ a tau 
pcraturan pcrundang undangan yang lebih t.inggi. 
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(1) Materi muatan pcraturan dacrah berisi matcri dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi dacrah, dan tugas pcmbantuan, 
menampung kondisi khusus daerah, dan / atau penjabaran 
lcbih lanjut dari peraturan perundang-uridangan yang lebih 
tinggi. 

(2) Pcraturan daerah dapat memuat matcri kctcntuan pidana 
atau kctcntuan tentang pembebanan biaya pclak sarian n 
penegakan hukum seluruhnya kepada pclanggar scsuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kctcntuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 
berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ata u 
dcnda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta 
Rupiah). 

Pasal 6 

Materi muatan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 harus mcnccrrninkan azas: 
a. pengayoman; 
b. kemanusiaan; 
c. kebangsaan; 
d. kekeluargaan; 
c. kenusan taraan; 
f. bhineka tunggal ika; 
g. keadilan; 
h. kcsamaan kcdudukan dalam hukum dan pernerintahan 
1. ketcrtiban dan kepastian hukum; 
J. keseimbangan keserasian dan kcmanusiaan. 

Pasal 5 

Dalam mernbentuk produk hukum daerah yang bersifat 
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 ayal (1) huruf 
a, dilakukan berdasarkan azas perundang-undangan yang baik 
yang meliputi: 
a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau pcjabat pcmbcntuk yang tcpat; 
c. kcsesuaian an Lara jerris dan hierarki dan materi mualan; 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaan dan kchasilgunaan: 
f. kejelasan rumusan; d a n 
g. kelcrbukaan. 

Pasal 4 
Gubcrnur. 

b. peraturan gubcrnur; dan 
c. peraturan bersarna gubernur. 

(2) Produk Hukum Daerah yang bcrsifat penetapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Kcput.usari 
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( 1) Prolegda scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O rncmuat 
pembcntukan Peratura n Dacrah dcngan judul Ra ncangnn 
Peraturan Dacrah, materi yang diatur serta kcterkaitarmya 
dengan Pcraturan Pcrundang-undangan yang lebih tinggi. 

(2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dcngan pcraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan kctcrangan rncngcnni 
konscpsi Rancangan Pcrda yang meliputi: 
a. latar belakang dan tujuan penyusunan; 
b. sasaran yang akan diwujudkan; 
c. pokok pikiran, lingkup alau objck yang akan diatur, da n 
d. jangkauan dan arah perigaturan. 

(3) Malcri sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) sctclah mclalui 
perigkajian dan pcnyclurasan 

Pasal 11 

Percncanaan Pembcntukan Peraturan Daerah dilakuk-m 
berdasarkan Prolcgda. 

Pasal 10 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BAB III 
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

Produk Hukum Daerah selain sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 2 ayal (1) dan ayat (2) juga mencakup pcraturan dnrr/ntau 
kcputusan yang ditctapkan olch DPRD. 

Pasal 9 

(1) Matcri Pcraturan Gubcrriur, Pcraturan Bcrsarna Gubcrnur 
dan/atau Kcpurusan Gubcrnur bcrisi matcri dalarn rangka 
pclaksanaan Pcraturan Daerah dan/ atau at as 
kuasa/ pcrin tah Pcraturan Pcrundarig-Undangan. 

(2) Matcri Pcraturan Gubcrnur, Pcraturan Bcrsarna Gubcrriur , 
Keputusan Gubernur tidak bolch bcrtcntangan dcng-m 
matcri Pcraturan Dacrah atau Pcraturan Pcrurida ng- 
Undangan yang lcbih tinggi. 

Pasal 8 

Materi muatan Peraturan Daerah harus sesuai dcngan materi 
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak 
bolch bcrtentangan dengan Peraturan perunda ng-uridarigan 
yang lebih tinggi. 

Pasal 7 
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(1) Penyusunan Prolcgda antara Pemerintah Dacrah dan DPRD 
dikoordinasikan olch DPRD melalui Balegda. 

(2) Hasil pcnyusunan Prolegda antara Pcmcrinlah Daerah da n 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) discpakati 
menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna 
DPRD. 

(3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dcngan kcputusan DPRD. 

Pasal 17 

Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh 
Balcgda dan dapat melibatkan instansi vcrtikal tcrkait. 

Pasal 16 

Gubernur mcnyampaikan hasil penyusunan Prolcgda 
dilingkungan Pemerintah Daerah kcpada Balegda rnelalui 
pimpinan DPRD scbelurn penyarnpaiari Rancangan Pcraturan 
Dacrah tcntang Anggaran Peridapatan dan Bclanja Dacrah. 

Pasal 15 

(1) Pcnyusunan prolegda dilingkungan Pcrncrintah Dacruh 
berasal dari SKPD dikoordinasikan oleh Biro Hukum. 

(2) Dalam penyusunan program legislasi dacrah scbagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mcngikul serta kan in sta nai 
vertikal terkait. 

(3) Hasil pcnyusunan Prolegda sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) Biro Hukum merigajukan kepada Gubernur melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 14 

Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dirnaksud dala m 
Pasal 11 ayat (1) daflar rancangan Pcraturan Dacrah 
didasarkan alas: 
a. perintah peruturan pcrundang-undangan yang lcbih Linggi; 
b. rencana pcmbangunan dacrah; 
c. penyelenggaraan otonomi dacrah dan tugas pcmbant.uan; 

dan 
d. aspirasi masyarakal daerah. 

Pasal 13 

(1) Pcnyusunan Prolcgda dilaksanakan oleh Pcmcrinlah Dacrah 
dan DPRD. 

(2) Prolcgda ditctapkan untuk jangka wakt.u 1 (satu) tah un 
bcrdasarkan skala prioriras pemben tuka n rancang:rn 
Pcraturan Dacrah. 

(3) Penyusunan dan penctapan Prolegda dilakukan sctiap lahun 
sebclum penetapan Rancangan Anggaran Pcndapatan dan 
Bclanja Dacrah. 

Pasal 12 
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(1) Rancangan Pcraturan Daerah yang berasal dari Gubcrnur 
dikoordina.sikan oleh Biro Hukum untuk pcngharrnonisaaian, 
pernbulatan, dan pcmantapan konsepsi; 

Pasal 22 

(1) Gubernur memerintahkan pimpinan SKPD untuk 
menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan 
prolcgda scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

(2) Pimpinan SKPD dalam mcnyiapkan Rancangan Pcraturan 
Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disertai dcngan 
naskah akadcmik dan/alau penjelasan, keterangan materi 
rnuatan yang diatur. 

(3) Sistematika dan uraian na skah akademik sebagaimana 
tercanturn dalam larnpiran I Pcraturan Dacrah ini dan 
rncrupakan bagian tidak lcrpisahkan dari Paeraturan Dacrah 
mi. 

Pasal 21 

Rancangan Pcraturan Dacrah yang bcrasal dari Gubcrnur dan 
DPRD berdasarkan prolegda. 

Pasal 20 

Bagian Kedua 
Persia pan 

(1) Dalam keadaan tcrtcntu DPRD dan Gubcrnur dapai 
mengajukan rarica ngan peraturan dacrah diluar Prolcgda. 

(2) Keadaan tcrtcntu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dalarn hal: 
a. unt.uk rnerigatasi keadaan luar biasa, kcadaan koriflik 

atau bcncana a lam; 
b. akibat kcrja sama dcngan pihak lain; dan 
c. kcadaan tcrtentu lainnya yang memastikan adanya 

urgensi alas suatu rancangan peraturan daerah yang 
dapat disctujui bersama oleh Balegda dan Biro Hukurn 

Pasal 19 

Dalam pcnyusunan prolcgda dilingkungan pemcrintah dacrah 
dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif tcrbuka yang tcrdiri 
alas; 
a. akibat putusan Mahkamah Agung; 
b. APBD; 
c. pernbatalan atau klarifikasi dari Mcnteri dalam Ncgcri; dan 
d. perintah peraturan perundang-undangan yr.ing lebih tinggi 

setelah prolegda ditctapkan. 

Pasal 18 
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Gubernur menyarnpaikan Rancangan Pcraturan Dacrah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 clan pasal 26 kcpada 
Pimpinan DPRD untuk dilakukan pcmbahasan. 

Pasal 27 

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dany atau 
pcrbaikan tcrhadap Rancangan Pcraturan Dacrah yc.111g tclah 
diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dala m Pasal 25 
ayat (2). 

(2) Perubahan dan Zatau pcrbaikan Rancangan Pcratura n 
Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikcmbalika n 
kepada SKPD pcmrakarsa. 

(3) Hasil penyempurna:=in rancangan peraturan dacra h 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Biro I Iukurn serta pimpinan SKPD tcrkait. 

(4) Sckrctaris Dacrah mcnyampaikan Rancangan Pcra tu ra n 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 
Gubernur. 

Pasal 26 

(1) Rancangan Pcraturan Dacrah yang tclah dibahas harus 
mendapatkan paraf dari Kepala Biro Hukum dan pimpinan 
SKPD terkait. 

(2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk, rncngajukan 
Rancangan Pcraturan yang tclah mcndapatkan paraf 
koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (]) kepada 
Gubernur, melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 25 

Ketua Tim rnclaporkan pcrkcrnbangan pcnyusurian dan 
pembahasan Rancangan Perat.uran Daerah rlan/r-1f;.1u 
pcrrnasalahan yang dihadapi kcpada Sckrclaris Dacrah 

Pasal 24 

Gubcrnur; 
Sekretaris Daerah ; 
Kcpala SKPD Pernra karsa ; 
Kepala Biro Hukum; 
SKPD tcrkait 

(1) Gubcrnur rncrnbcntuk Tim Pcnyusunan Rancangan 
Pcraturan Dacra h 

(2) Susunan Kcanggotaan Tim scbagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) terdiri a tas : 
a. Penanggung ,J a wa b 
b. Pembina 
c. ketua 
d. Sekretaris 
c. Anggota 

Pasal 23 

(2) Pengharmonisasian pembulatan dan pernantapan koriscpsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mengikutsertakan instansi vcrtikal dari Kcmcntcrian yang 
menyelenggarakan urusan Pernerintah di bidang Hukum 
yang ada di dacrah. 
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(1) Pimpinan DPRD me nya rnpai kan hasil pcrigkuj ian Pcra turn n 
Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat ( 1) 
dalarn Rapat Paripurna DPRD. 

(2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Pcrda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada scrnua anggota 
DPRD paling lam bat 7 (tujuh) hari sebelurn rapat paripurna 
DPRD. 

(3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diagcndakan: 
a. pengusul membcrikan pcnjclasan; 
b. fraksi dan anggota DPRD lainnya mem berikan 

pandangan.dan 

Pasal 31 

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Pcraturan 
Dacrah yang disusun olch anggota DPRD, komisi ata u 
gabungan kornisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
kcpada Balegda untuk dilakukan pengkajian. 

(2) Pcngkajian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka n 
untuk sinkronisasi, pengharmonisasian, pcmbula1an dan 
pemantapan konsepsi rancangan pcraturan daerah. 

(3) Pengharmonisasian, pcmbulatan, dan pemantapan konsepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikut 
scrtakan instansi terkait, darr/atau pemangku kcpentingan. 

Pasal 30 

(1) Rancangan Peraturan Dacrah yang berasal dari DPRD dapat 
diajukan oleh anggota DPRD, Kornisi, Gabungan Kornisi a tau 
Balegda. 

(2) Rancangan Peraruran Dacrah sebagairnana dimaksud pa da 
ayat (1) disampaikan sccara tertulis kcpada pirn piria.n DPl~IJ 
discrtai dcngan riaska h akadcmik, dan/atau penjelasan, 
kcterangan yang mcmuat pokok pikiran, mater: muai an yc1ng 
diatur, daftar narna dan tanda ta ngan pcngusul da n 
diberikan nomor pokok oleh Sekrctaris DPRD. 

(3) Rancangan Peraturan Dacrah yc1ng discrlai na skah a kadcrnik 
sebagaimana dimaksrud pada Pasal 29 ayat (2) Lelah melalui 
pcngkajian dan penyelarasan yang terdiri atas: 
a. latar bclakang dan tujuan penyusunan; 
b. sasaran yang akan diwujudkan; 
c. pokok Pikiran, ruang lingkup atau objck yang akan 

diatur; dan 
d. jangkauan dan a rah pcngaturan; 

Pasal 29 

(1) Gubcrnur mernbcntuk rim asistensi pcmbahasan rancangan 
peraturan daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 27. 

(2) Tim asistensi scbagairnana dimaksud pada ayat (1) dikct uai 
Sekrctaris Dacrah a ta u pcjabat yang ditunjuk Gubernur. 

Pasal 28 
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( 1) Rancangan Pcrat.uran Daerah yang bcrasal dari DPRD da n 
Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubcrnur untuk 
mcndapatkan persetujuan ber sama. 

(2) Pernbahasan scbagaimaria dimakaud pada ayat (1) mclalui 2 
(dua) tingkatan pembicaraan yaitu pernbicaraan tingkat l d.m 
pcmbicaraan tingkat II. 

Pasal 34 

Bagian Keempat 
Pembahasan 

(1) Teknik Penyusunan Rancangan Pcraturan Daerah yang 
bcrasal dari Gubcrnur dan DPRD dilakukan sesuai derigan 
teknis pcnyusunan Peraturan Daerah sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tcn ta ng Pcmberit ukan Peraturan Pcrunclang-Unda.ngnn. 

(2) Tcknik pcnyusunan Rancangan Pcra turan Dacrnh 
scbagaimana dimaksud pada ayar (1) tcrcanturn dala m 
lampiran II dan rncrupakan bagian tidak tcrpisahkn n dari 
Peraturan Dacrah ini. 

Pasal 33 

Bagian Ketiga 
Teknik Penyusunan Peraturan Dae rah 

Rancangan Pcraturan Dacrah yang telah di siapkan DPf~D 
disarnpaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubcrriur 
untuk dilakukan pernbahasan. 

Pasal 32 

c. pcngusul mcmberikan jawaban atas pnndangan Iraksi 
clan anggota DPRD lainnya. 

(4) Rapal paripurna DPRD mcmutuskan usu] Rancang.m 
Peraturan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
berupa: 
a. persctujuan; 
b. pcrsetujuan dcngan pcrubahan atau pcrbaikan.dan 
c. pcnolakan. 

(5) Dalarn hal persctujuan dcngan perubahan atau pcrbaika n 
scbagairnana dirnaksud pada ayai (4) huruf b pimpina n 
DPRD merrugaakan panitia kh u strs atau Balcgda 'uut.uk 
penycmpurnaan Rancangan Pcraturan Dacrnh tcrscbut. 

(6) Hasil Pcnvcmpurnaan Rancangan Pcraturan Dacr.ih 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) disarnpaikan kcpada 
Pimpinan DPRD. 

(7) Dalarn ha! kcput usan DPRD mcnolak usu! Rancangnn 
Pcraturan Daeruh scbagairnana dimaksud pada ayat ('1) 
huruf c hams discrtai dcngan ala sa n pcnolakan. 
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(1) Gubernur dapat mewakilka n pernbahasan rancangan 
peraturan dacrah kccuali dalam hal Pengambilan kcputusrm 
atas rancangan pcra tura n dacrah pada pcrnbicaraan t i ngka t 
II. 

Pasal 38 

Pemandangan umum fra ksi pada pcmbicaraan tingkal I dan 
pendapat akhir fraksi parla pernbicaraan tingkat IT dalam rapat 
paripurna DPRD dapat disarnpaikan salah satu pirnpinnn fra k si 
atas pcrsctujuan atau mandat dari scluruh fra.ksi. 

Pasal 37 

Pcmbicaraan tingkat II scbagairnana dimaksud dalarn Pasal 34 
ayat (2) metiputi: 
a. pengambilan kcpurusa n dalam rapat paripurna ynng 

didahului dengan: 
1) penyarnpaian laporan pirnpinan kornisi, pirnpinan 

gabungan kornisi al au pimpinan panit ia khusus atas 
hasil pernbahasan scbagaimana dimaksud dalarn Pa sal 
35 huruf c; 

2) pcndapat akhir Frtiksi: dan 
3) permintaan pcrsctujuan dari anggota sccara lisan. 

b. pcndapat akhir G'ubr-rrrur. 

Pasal 36 

Pembicaraan tingkat I scbagaimana dirnaksud dalam Pasal ~4 
ayar (2) mcliputi: 
a. dala m ha I ran ca ngn n Pera t uran Daera h bcrasal da ri 

Gubcrnur dila kuka n dcngan: 
1) pcnjelasan Gubcrrrur da lam rapat pa ripurna a I as 

Rancangan Perat uran Dacra h; 
2) pemandangan umum Iraksi terhadap rancanga n 

pcraturan daera h ; dan 
3) tanggapan dan/atau jawaban Gubcrnur tcrh adap 

pcrnandangan urnurn fraksi. 
b. dalam hal rancangnn pcra tur a n dacrah bcrasal da ri DPRD 

dilakukan dcngan: 
1) pcnjclasan pimpinan komisi atau pimpinan Balcg da la rn 

rapat paripurna at.as Rancangan Pcraturan Dacrah; 
2) pcndapat Gubcrnur tcrhadap Rancangan Pcratura n 

Daera h; dan 
3) tanggapan da n Z a ta u jawaban DPRD terhadap pcndapat 

Gubcrnur. 
c. pcrnbahusan dala m rapat komisi, gabungan komisi atau 

panitia khusus y<111g dilakukan bcrsama Guberriur. 

Pasal 35 
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(1) Rancangan Pcraturan Daerah yang scdang dibahas hanya 
dapat ditarik kcmbali bcrdasarkan perserujuan bcrsarna 
antara DPRD dan Gubernur. 

(2) Periari kan bcrsama rancangan peraturan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pa ripur na 
OPRD. 

(3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak 
dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sa ma. 

Pasal 42 

(1) Rancangan Peratura n Daerah dapat ditarik kernbali sebelurn 
dibahas bersarna olch DPRD dan Gubcrnur. 

(2) Penarikan kernba li Rancangan Pcraruran Dacrah 
scbagaimana d irna ks ud pada ayat (1) oleh Guberriur 
disarnpaikan dcngan surat Gubcrnur kcpada DPRD discrt ai 
dcngan alasan penarikan. 

(3) Pcnarikan kerribali rancnngnn peraturan dacrah 
scbagairnana dirnaksud pada ayal (1) oleh DPRD d i la k u k a n 
dengan keputusan pimpinan DPRD discrtai dcngan alasan 
pcnarikan yang sclanjutnya diaa rripa ikart kcpacla Gubcrrrur. 

Pasal 41 

Apabila dalam pernbahasan Rancangan Peraturan Daera h dala m 
pcrnbicara an lingkal T a nt ara DPRD dan Gubcrnur tcrjadi 
perbedaan interprcstasi atau pcrnaharnan da larn rncrnaknai 
kclcnluan pcrat.ura n pcrundang-undangan a t a u rncnja bar ka n 
kclcntuan pcraturan pcrundang-undangan yang lcbih tinggi 
dikonsultasikan kepada Menterij pimpinan lernbaga perneri nt ah 
tcrkait. 

Pasal 40 

(1) Dalarn hal pcr sct ujuan scbagairnana dimaksud dala m Pns<.11 
36 huruf a angka 3 tida k dapat dicapai seca ra rrrusyawarn h 
unluk mufakat, kcputusan diarnbil bcrdasarka n sunra 
t.crbanyak. 

(2) Dalarn hal Rancangan Pcraturan Daerah tidak mcndapatk.m 
persctujua n bcrsarna anra ra DPl~D dan Guberrrur , 
Rancangan Peraturan Daerah tcrscbut tidak belch diaju kan 
lagi dalam persidangan DPRD masa itu. 

Pasal 39 

(2) Gubcrnur dalam mcwakilkan pcmbahasan Rancarigan 
Pcraturan Dacra h scbagairnana dirnaksud pada ayat (]) 
dapat mcnugaskan kcpada tim pcnyusun Rancarigan 
Peraturan Dacrah scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 
atau tim asistensi pcrnbahasan Raricangan Pcraturan Dacra h 
scbagaimana dirnaksud dalarn Pasal 28. 

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilcngkapi 
dcngan surat tugas atau mandat yang dita nda tangani oleh 
atau alas nama Gubcrnur. 

-12- 



(1) Tarnbahan Lernbaran Daerah dimuat apabila Pcraturan 
dacrah disertai dcngan penjelasan. 

Pasal 47 

(1) Peraturan daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam 
Lembaran Dacrah dan diberi nomor olch Biro Hukum. 

(2) Lembaran Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pcncrbitan rcsrni pemerintah daerah. 

(3) Pcngundangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan pcrnbcritahuan sccara formal suatu pcraturan 
daerah sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. 

Pasal 46 

Bagian Kelima 
Pengundangan 

(1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 
(empat) untuk pendokumcntasian. 

(2) Pcndokumcntasian naskah asli Peraturan Dacrah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) dilakukan oleh: 
a. DPRD; 
b. Sekretaris Daerah; 
c. Biro Hukum;dan 
d. SK.PD Pcmrakarsa. 

Pasal 45 

(1) Gubernur menetapkan Rancangan Pcraturan dacrah 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan 
mcmbubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (t.iga puluh) 
hari terhitung tanggal persetujuan bersama olch DPRD dan 
Gubernur. 

(2) Dalam hal Gubcrnur tidak menanda tangani Rancangan 
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (J) 
Rancangan Pcraturan Dacrah tersebut sah menjadi 
Peratura n Daerah. 

(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) dinyatakan sah dcngan pcngcsahannya berbunyi 
"Peraturan Daerah ini dinyatakan sah". 

Pasal 44 

(1) Rancangan Pcraturan Daerah yang te1ah disetujui bcrsarna 
oleh DPRD dan Gubcrnur, disampaikan olch pimpinan DPRD 
kepada Gubcrnur untuk ditctapkan menjadi Peraturan 
Dacrah. 

(2) Penyampaian Rancangan scbagaimana dima ksud pad a avat 
( 1) dilakukan da lam jangka wa kt u paling lam bat 7 (tujuh) 
hari tcrhitung tanggal persctujuan bcrsarna. 

Pasal 43 
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(1) Sekretaris Dacrah dapat mclakukan pcrubahan dan/atnu 
penyempurnaan Rancangan Peraturan Guhernur dan y atau 
Rancangan Peraturan Bcrsama Gubcrnur. 

(2) Peru bah an clan/ atau penyernpurnaan rancangan peraturan 
guberriur dan /atau peraturan bersarna gubernur 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dikernbalikan kcpada 
SKPD pcrnrakrsa. 

Pasal 51 

(1) Rancangan Pcraturan Gubcrnur dan Rancangan Peratura n 
Bersama Gubernur yang telah dibahas, harus mcndapatkan 
paraf koordinasi kcpala Biro Hukum dan pimpinan SKPD 
tf:rkait. 

(2) Pimpinan SKPD atau pcjabat yang ditunjuk, mcngajukan 
Raricangan Pcraturan Gubcrnur dan j atau Pcra tu rn n 
Bcrsama Gubcrnur yang tclah mcndapatkan pa raf koord inrrs i 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 50 

(1) Gubcrnur mcmbcntuk tim pcnyu sunan Rancangan 
Pcraturan Guberrrur dan Peraturan Bersama Gubcrnur 
untuk sinkroriisasi dan harrnonisasi scrta pcmbulatan dan 
pcrnantapan konscpsi. 

(2) Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Ketua : Pimpinan SKPD pernrakarsa 
b. Sckrctaris : Kcpala Biro Hukum 
c. /\nggota : Pimpinan SKPD tcrkait 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditctapkan deriga n 
keputusan Gubcrnur. 

(4) Ketua tirn scbagairnana dimaksud pada ayat (2) mclapor ka n 
pcrkcmbangan Rancangan Peraturan Gubcrnur clan/ at;1 u 
Pcraturan Bcrsama Gubcrnur kcpada Sckrctaris Daerah. 

Pasal 49 

(1) Penyu sunan R;:incangan Pcraturan Gubcrnur darr/ntnu 
Rancangan Peraturnn Bcrsarna Gubcrnur dilakuka n olc h 
SKPD yang mcrnbidangi. 

(2) Rarica nga n scbagairnaria dimaksud pnda ayat (1) 
disampaikan kcpa da Biro Hukurn Sckrctariat Dacrnh unruk 
dilakirka n pcrnba ha san. 

Pasal 48 

BAB IV 
PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR DAN PERATURAN 

BERSAMA GUBERNUR 

(2) Tambahan lcmbaran dacrah scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dicanturnkan nomor tambahan lcrnbaran dacrah dan 
ditctapkan bcrsarnaan dengan pengundangan pcraruran 
daerah. 
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(1) Produk hukum daerah yang tclah dit anda tangani dan dibcri 
penomoran sclanj ut nya dilakuka n autcntifikasi 

(2) Autentifikasi scbagairnana dirnaksud pada aya t (1) dilakuk.m 
olch Kcpala Biro Hukurn 

Pasal 56 

Sckrctaris Dacrah mcngunclangkan Pcrat.uran dacrah.Pe-raturnn 
Gubcrnur dan Peraturan Bcrsama Gubcrnur 

Pasal 55 

(1) Pcraturan Gubcrriur dnn Peraturan Bersarna Gubcrriur y.ing 
tclah ditctapkan diundangkan dalam bcrira dacrah 

(2) Bcr itn Daera h scbagn imaria dima ksi rd pada ayat (l) 
mcrupakan pcricrbit an res mi pcmerintah dacrnh 

(3) Pcngundangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
rnerupakan pembcritahuan formal s'uatu Pcraturan 
Gubcrnur dan pcraturan Bcrsarna Gubcrrrur schingga 
mcrnpunyai daya ika t pada masyarakat. 

Pasal 54 

(1) Pcnanda tanganan Pcraturan Bcrsarna Gubcrnur dibuat 
dalam rangkap 4 (cmpat]. 

(2) Da la m ha! peria nda ianganan Pcraturan Bcrsama Guber riur 
mclibatkan lcbih da ri 2 (d ua) dacrah. dibuat dala m rnngkap 
scsuni dcngan kcbut uhan. 

(3) Pe ndokumcntasian naskah asli pcraturan Bcrsarna 
Gubcrnur scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan olch: 
a. Sekreraris Dacrah rnasing-rnasing Dacrah: 
b. Biro Hukum bcrupa minute; 
c. SKPD masing-rnasing pcmrakarsa. 

Pasal 53 

(1) Pcna ndatariganan Pcraturan Gubcrriur clan Pcraturan 
Bcrsa ma Gubcrriur dalam rangkap :1 (lign) unt.uk 
pendokurncnt asia n. 

(2) Pcndokurnentasian na sk ah as li sebagairnaria dirnaks ud 11;.1dn 
ayat ( 1) dilakukan olch: 
a. Sckretaris Dacra h; 
b. Biro Hukum bcrupa minute; dan 
c. SKPD pernraka rsn. 

Pasal 52 

mcnyampaikan Rancangan scbagaima na 
ayat (3) kcpada Gubcrnur un ruk 

(4) Sckrctaris Dacrah 
dimaksud pada 
di land a ta nga ni. 

(3) Hasil perubahan dan Zata» penycmpurnaan scbagaim.ma 
dirnaksud pada ayat (2) disarnpaikan kepada Sckrctnris 
Daerah sctelah diparaf Kcpala Biro Hukurn dan Pirnpiria n 
SKPD terkait. 
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( 1) I Iasil evaluasi icrhndap Rancangun Peraturan Dar rah 
scbagnirnana dirnaksud dalam Pa sa I 59 ayat ( 1) dan aya t (2) 
ditinda k lanjuti Gubcrriur paling larnbat 7 (tujuh) hari kcrja 
sctclah ditcrirnanya hasil cvaluasi. 

(2) Tindak lanjut ha sil cvaluasi scbagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) disarnpaikan kr-pada DPRD. 

Pasal 60 

(1) Gubcnur rncnyampaikan rancangan pcraturan dacra h 
tcntang APBD, pcrubahan APBD, Pertanggungjawaban 
APBD, Paja k Dac ra h . Rctribusi Dacrah paling la ma 3 (tip,11) 
ha ri sctclah mcndapatkan pcrsetujuan bcrsarnn DPRD 
tcrrnasu k pcnjabaran APBD, pcnja baran pcrubahan J\ PfH), 
Pcrtanggung jawaha n APBD kcpada Mcn tcri Da la m Ncgcri 
rncla lui Direktur .Icnderal Kcua ngan Dacrah untuk 
mcndapatkan cvaluaai. 

(2) Gubcrrrur mcnyampaikan Rancangan Pcrarurnn Dacra h 
Lcntang Rcncana Ta ta Ruang Wilayah (RTT~W) paling lam» 3 
(tiga) hari sctclah mcndapatkan pcrsctujuan bersarna DPT\D 
kepada Menteri Dala m Ncgcri rnelalui Dirckt ur .Jcridcr al 
Pernbangunan Dar rah unt uk mcndapatkan cvalua si. 

Pasal 59 

BAB VI 
EVALUASI DAN KLARIFIKASI 

(1) Penvusurian keput usan Gubcrriur dilakukan olr h SKPD 
scsuai dcngan lug;:1s rlnn Iungsinya. 

(2) Keputusan Gubcrnur sebagaimana dimaksucl pada ayat ( l) 
diajuka n kcpada Sckrctari s Daerah sctela h mcndaparknn 
paraf koordinasi dn ri Kepa la Biro Hukurn (fan asi stcn yaru; 
mcrn bidangi. 

(3) Sckrt-t a ri s Dacra h mcngajukan Kcputusan Gubcrriur kcparla 
Gubcrnur untuk mcndapatkan penet apa n. 

Pasal 58 

BABV 
PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR 

Peratura n Gubernur dan Zatau Pcraturan Bcrsama Gubcrnur 
yang tclah ditctapkan disarnpaikan kcpada DPRD dalarn rnngka 
pcla ksan aan fungsi pr:ng:.m·elsr1n DPRD. 

Pasal 57 
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(1) Gubcrnur rnenyarnpaika n Perat.uran Dacrah sclain Pcraturnn 
Daera h sebagaimana dimaksud dalarn Pa sa l 59 ayat ( 1), 
Pcraturan Gubcrnur dan Peratura n Ber sarna Gubcrnur 
kepada Menlcri Dalarn Ncgcri rnclalui Sckrctaris .Jcndcral 
paling lama 7 (tujuh) hari sctclah d itera pka n untuk 
mendapat kan klarifika si. 

(2) Hasil klarifikasi Rancangan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 
a. Peraturan Dacra h, Pcraturan Gubcrnur, dan y ata u 

Pcraturan Bcrsarna Gubcrnur dimaksud s'uda h sesuai 
dengan kcperu ingan umum dan/atau bertcntangnn 
derigan kr t r n t uu n pcraturnn pcrundang-undangan ; 

b. Pcra turan Dacrnh , Pcraturau Gubcrnur, d:::in/c1t;1u 
Pera ruran Bcrsarna Gubcrnur dimaksud bcrtcntangan 
kcpcntingan umum dan/atau kctcntuan pcra turnn 
perundang-undangan 

c. Rckomcndasi unt.uk pcrbaikan atau pcnycrnpu rriaa n. 
(3) Gubernur mcnindak lanjuti hasil klar'ifika si scbagairnana 

dimaksud pada ayat (2) scsuai dcngan pcraturan pcrunda ng- 
undangan. 

Pasal 63 

(1) Pcmba ta lan Pcratura n Dacrah tcntang APBD, Pcrubaha n 
APBD, Pcrtnnggung jawa ban APBD, sebagairnana d imaks ud 
dalarn Pasal 6layal (2) sekaligus dinyatakan bcrla ku tahun 
anggaran scbclurnnyay tahun ::rnggaran bcrja la n. 

(2) Pernbatalan pcrar uran dacrah lcntang Pajak Dacra h, 
Rctribusi Dacrah dan Pcraturan Daerah tenlang Rcnco na 
Tata Ruang Wilayah sebagairnana dimaksud Pa sal 61 ayat (2) 
paling lama 7 (tujuh) ha r i setclah diterima nya pernbatalan 
dihentikan pelak sa naariya. 

Pasal 62 

(1) Pcraturan Dacrah lcntang APBD, Perubahan APBD, 
Pcrtariggungjawaban /\PnD, Pajak Dacrah, Rctribusi Dae rah 
dan Pcra tura n Dacrnh Tentang Rcncana Tata Ruang Wilavah 
paling larnbat 7 (lujuh) hari sctclah diundangkan, Gubcrriur 
mcnyarnpaikan kcpada Menteri Dalam Ncgcri un tu k 
rnenda patkan klarifikasi alas hasil cvalua si scbaga irnana 
dimaksud dalarn Pasa I 59. 

(2) Dalarn hal hasil klarifikasi tcrhadap pcraturan daera h 
scbagairnana dimaksud pada ayat ( 1) tidak scsuai dcnga n 
hasil cvaluasi maka pcraturan dacrah dirna ks'ud da pat 
d iba ta lka n. 

Pasal 61 
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(1) Masyarakat bcr hak mcmberikan rriasukan scca ra lisan 
dan/ a tau tertulis clala m Pcrnbentukan Pcrat.uran Dacra h 
Pcraturan Gubernur darr/utau Peraturan Bcrsarna 
Guberriur, 

(2) Masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) rncrupaka n 
orang perorangan ,11r1u kclornpok orang yang rnernpunvai 
kcpcntingan at as substansi Rancangan Pcraturan Dae ra h , 

Pcraturan Guberriur darr/ntau Pcraturan Bcrsarna 
Guberriur. 

(3) Masukan scbagairnana dirnaksud pada ayat ( l) dapat 
dilakukan mclalui: 
a. rapat dcngar pcrida pat um urn; 
b. kunjungan kcrja; 
c. sosialisusi: 
d. seminar, loka karya dan/alau diskusi; clan 
c. mclalui media lainnya. 

Pasal 68 

Naskah Pcraturan Dacra h yang disebarluaskan Lelah rli 
autcntifikasi dan Lelah diuridangkan dalarn Lcmbaran Dacrah, 
Tarnba han Lcrnbaran Dnc-ra h dan Bcritn Daer ah. 

Pasal 67 

Pcnycbarluasan Peraturan Daerah yang tclah diundangka n 
dalam Lcmbaran Dacrah dilakukan bersama olch DPT~D dun 
Pcmerintah Dacrah. 

Pasal 66 

(1) Pcnyeba rluasan Prolcgda dilakukan oleh DPRD da n 
Pcrncrin ta h Dacra h yang dikoordiria sika n olch Balq~d,1. 

(2) Pcnyebarluaaan Rancangan Pcraturan dacrah yang beras .. 11 
dari DPRD dila ksa nakn n olch Balcgda, 

(3) Pcnycbarluasan Rancarigan Pcrat uran Dacrah ynng bcrusal 
dari Pcmcrintah Dacrah dilaksanakan olch S<:>krctnris 
dacrah. 

Pasal 65 

(1) Pcnycbarlunsan Pcraturan Dacrah dilakuka n oleh DPRD clan 
Perncrintah Dacrah scjak pcnyusunan Prolegda , pcnvu sunan 
Ranca nga n Pcrai urnn Daerah hinggr-1 pengunrl.mgannya. 

(2) Penycbu rlua san scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
dilak uka n untuk rne rn bcri ka n inforrnusi dc1n/r1!,1u 
mcmpcroleh 111as11k;.111 masyarakat dan para pcrnangku 
kcpcnt ingan. 

Pasal 64 

BAB VII 
PENYEBARLUASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 
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(1) Tcknik Pcnyusunan Peraturan Gubernur, Pcratura n 
Bcrsarna Gubcrrrur, Kcputusan Gubcrnur da n 
Pcraturan/Kcputusan yang ditetapkan DPRD rnutatis 
mutandis sesuai dengan Leknik penyusunan Pera turn n 
Dacrah, scbagairnana dirnakaud dalam Pasal 33 ayat (2). 

Pasal 72 

(1) Sctiap tahapan pcmbcntukan Pcraturan Dacrah , Pcraturan 
Gubcrnur, Pcraturan Bcrsama Gubernur wajib mcngikut 
scrtakan pcrnncnng pera turan Lcrscbut. 

(2) Sela in pcrancang scbagairnana d irna ks ud pada ayat. ( 1) 
Ta ha pa n Pcrnbcnt.uka n Pcraturan Dacrah Pcrarura n 
Gubcrnur dr1n/ntau Pcraturan Bcrsarna Gubcrnur da pa t 
mengikul scrtakan pcnclit.i a tau lcnaga ahli dan pcrnega ng 
kcpcntingan. 

Pasal 71 

(1) Pcnulisa n produk hukum daerah dikctik dengan 
menggunakan jcn is huruf Bookman old style dcngan ukuran 
huruf 12. 

(2) Prociuk hukum daera h sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dicctak dalarn kertas vang bcrtanda khusus. 

(3) Kerta s bertanda kh u sus sebagaimana dirnak sud pada avat 
(2) dcngan kcte nt.ua n sebagai bcrikut: 
a. mcnggunakan nomor seri dan/atau lruruf y;crng 

diletakkan pada halarnan belakang samping kiri bagian 
bawah; da n 

b. mcnggunakan ukuran F4 bcrwarna putih. 
(4) Nomor seri dan/atau huruf sebagairnana dirnaks'ud pada 

ayat (3) ditctapkan olch Biro Hukum. 

Pasal 70 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Segala pcrnbiayaan dalarn rangka Pcrnbcntukan Prociuk I Iukum 
Dsiera h dibcbanka n ke par la J\nggaran Pcrida pa t a n dan Bclanja 
Dncrah a t a u surnbcr n nggaran lain yang sa h da n tidak 
mengikal. 

Pasal 69 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 

(4) Unluk mcmudahka n masyarakat daJam memberikan 
masukan sccara lisan dan / a tau tertulis scbagaima na 
dimaksud pada ayat ( 1) sctiap Rancangan Pcraruran Dacrah , 
Peraturan Gubcrnur da n y at.au Peraturan Bcrsama Gubcrnur 
harus da pat d iak scs dcngan rrrurla h olch masyarnkat 
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l..EMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWP:SI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 

LUKMAN ABUNAWAS 

Diundangkan di Kcndari 
pada tanggal 2013 

NUR kLAMJI- 

2013 
Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 

Pcraturan Daerah ini rnulai berlalu scjak tanggal diundangkan. 
Agar sctiap ornng mengetahuinya, memerin tahkan 
Penguridangan Peraturan Daerah ini dengan pcnempatannya 
dalam Lerribaran Dacrah Provinsi Sulawesi Tcnggara. 

Pasal 73 

BAB XI 
PENUTUP 

(3) Bentuk Pcraturan/Keputusan DPRD mutatis mutandis 
scsuai dengan bentuk scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) 

(2) Bentuk Pcraturan Gubcrnur, Peraturan Bcrsama Gubcrnur, 
Kcputusan Gubcrnur sebagairnana tercantum dalarn 
lampiran III Peraturan Dacrah ini. 
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Peraturan Dacrah ini rrru la i bcrlalu sejak tanggal diundarigkan. 
Agar set iap ora nr; mcngclahuinya, rnerner intahkan 
Pcngundarigan Pcra tura n Daerah ini dengan pencmpatannya 
dalarn Lernbara n Daer ah Provin si Sulawesi Tcnggara. 

Pasal 73 

BAB XI 
PENUTUP 

(3) Bcntuk Pcraturarr/Kcputusan DPRD mutatis mutandis 
:-,c:-,w-1i dcngan bcnt.uk scbagaimaria dirnaksud pada ayat (2) 

(2) Bent.uk Pcraluran Gubcrnur, Pcraturan Bersarna Guberriur, 
Kcputusan Gubcrnur scbagaimana tercantum da larn 
Jampiran lTT Peraturan Daerab ini. 
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Pcridahuluan mcrrrua t lat ar bclaknng, sasaran yr1ng akun diwujudk.m, 
idcnt ifikasi masalah, tujuan dan kcgtmaan, scrtn mctodc pcnclitian. 

/\. Latar Bclakarig 
Latar bclakang mcrnuat pcmikiran da n alasan-ala san pcrlunya 
penyusunan Na skah Ak adernik sebagai acua n pembenrukan 
Rancangan Unda ng-Unda ng atau Rancangan Pcraturan Daerah 
tcrtentu. Lata r bclakang menjclaskan mcngapa pcmbcnrukan 
Rancangan Undang-Undang a tau Rancangan Peraturan Daerah suaru 
Pcra t u ra n Pcrundang-undarigan mcrncrl'uk an suatu kaj ia n :vm1g 
mcndala m da n kornprchcnsif mcngenai lcori atau pcrnikira n il mia h 
yang bcrkaitan dcngan matcri muatan Ra ncangan Undang- Unda ng 
atau Rancangan Pcraturan Dacra h y'1ng aka n dibcntuk. Pe.mikirnn 
ilrniah tcrscbut rncngarah kcpada pcnyusunan argurncntasi filosofis, 

1. BABIPENDAHULUAN 

Uraia n singkat setiap bagian: 

LAMPIRAN: R/\NCANG/\N PI•:RATUR/\N DAERI\.T-T 

f3A8 V 
RAJ3IV 

DAB ITT 
RA n JI K/\,JIAN TEORf•:TIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

J~VALUASJ DAN AN/\LISIS PEI~ATURAN PERUNDANG- 
UND/\NG/\N Tf:RK/\IT 
L/\NDAS/\N FILOSOFTS, SOSIOLOGTS, DAN YURTDIS 
,JANGK/\UAN, I\.RI\.Il Pl-:NG/\TlJRAN, 01\.N I~UANG LINC;l\lJP 
MATER! MUATI\.N Pl•:f~ATURI\.N DAf'-:RAH 

DAD VT PENUTUP 
DI\.FT/\R PUSTAKA 

PT•:NDAHULU/\N 

JUD UL 
K/\TA PSNG/\NT/\R 
DAFTl\.r~ rs: 

81\.B I 

2. Sistcma t.ika Naskah Akadcrnik ada ln h scbagai bcrikut: 

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil pcnclitian atau pcngkajia n hukum dan 
hasil pcnclit.ia n lainnya tcrhadnp sua tu ma sa lah tcrtcnt u yang da pat 
diport anggungjawabkan sccara ilrniah mcngenni pcngat.u ra n ma sa la h ter scbut 
dala m suatu J~;:inc;rngnn Pcrat.ura n Dacrah scbagai solusi tcrhaclap 
pcrrna sn la ha n clan kcbuj.uhan h uk urn rna svara ka t. 
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D. Mctodc 
Pcnyusurian Naskah Akarlcmik pada dasarnya mcr upaka n suaru 
kcgiatan pcnelitian schingg» digunaknn metodc pcnyu surian Na sknh 
Akademik yang bcrba siskan rnctode pcnclitian hukum atau pcnclit ian 
lain. Pcnclitian hukurn dupat dilakukan melalui rnctodc yuridis 
norrnatif dan mctodc yuridis crnpiris. Mctodc yuridis ernpiris dikcnal 

1) Merurnuskan pcrrna sa lab an yang dihadapi dalarn kchidupan 
bcrbangsa , bcrnegara, da n bcrrnasyarakat sorta cara-cara 
mcngatasi pcrrnasalahan tcrscbut. 

2) Merumuskan pcrrnasalahan hukurn yang dihadapi scbagai alasan 
pernbcntukan Rancangan Pcraturan Dacrah sebagai dasar h uk um 
penyclesaian at.au solusi pcrrnaaalahnn dalarn kehidupan 
bcrbangsa, bcrncgara, da n bcrrnasynrakat. 

3) Merurnuskan pcrlim ha ngan atau landasan filosofis, sosiologis, 
yuridis pcrnbcntukan Rancangan Peraturan Dacrah. 

1) Mer umuskan sasaran yang a kan diwujudkan, ruang lingkup 
pcngaturan, jangkauan , dan arah pcngaluran dalarn Rancangan 
Pcraturan Dacra h. Scrncn tn ra it u, kcgunaan pcriyusurian Na skah 
Akadcrnik adalah sebagai acunn »rau rcfcrerrsi pcnyusurian rla n 
pcmbahasan Ra ncanga n Pcrnt uran Dar rah. 

C. Tuj ua n dan Kcguriaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akadcrnik 
Sesuai dcngan ruang lingkup idcntifikasi masalah yr1ng dikcrnuka kan 
di atas, tujuan pcnvusurian Naskah Akadernik dirurriuskan sebngai 
bcrikut: 

B. Idcntifikasi Masa lah 
Idcntifikasi masalah rncrriunt rurnusan mcngenai masalah apa y,:ing 
aka n ditcmuka n dan diuraik.m dalarn Naskah Akadcrnik tcrscbur. 
Pad a dasarnya idcnt ifikas i mn salah d ala rn suatu Na skah Akadcrnik 
rncncakup ,1 (crnpat) pokok ma sn lah , yait u scbagai brrikut: 

J) Pc:rmnsalahm1 npn yang dihaclapi dalarn kehidupan bcrbc1ngsr1, 
bcrncgara, dan bcrrnasyar aka t scrta bagairnana pcrrnaxa lahnn 
icrscbut dapat diat asi. 

2) Merigapa pcrlu Rancarigan Undang-Undang atau Rancangan 
Pcratura n Dacrah sebagai dasar pcmecahan masa lah tcrscbut, yarig 
bcrart.i mcmbenn rka n pelibatan negar» da larn penvolcsa ian 
masalah terscbut. 

3) Apa yang rncnjadi pcrt.irnba ngan at au landasan Iilosofia.sosiologis, 
yuridis pcrnbc ntukan T~t1nc;rngc1n Undarig Undang atau Ra ncangnn 
Pera tu ran Dacrah. 

4) Apa sasaran ym1g a ka n diwujudkan, nrnng lingkup pcngaturan, 
jangkauan, da n arah pcngatura n. 

sosiologis serta yuridis guna rnendukung pcrlu atau t.idak pcrh iriya 
pcnyusurinn Rancangan Undang-Undang at au Rancangan Pcrat urn n 
Dacrah. 
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matcri yang ;:ik;:in dialur. Dcilam kajian ini akan dikctahui posisi dari 

Dacrah yang bar u. Kaj ian tcrhndap Pcrat.urnn Pe ruridarig- 
ini dirnak sudkan untuk mengetahui koridisi hukum a i.au 

perundang-undangan y.:ing mcngatur mengenai substnnsi <'!lriu 

Pernt.uran 
undangan 
pcraturan 

Bab ini mcmuat hasil kajia n tcrhnda p Pcrut.ura n Pe rundang-unda nga n 
tcrkait yang mcrm m t konrlisi h uk um _yang ad a , kctcrknii.m Pc ra t u rn n 

Dacruh baru dcngan Pcrat urn n I'cru ndang-undangan la i n, h ar mo nir.a s i 
sccara vert ikul dan horizontal, scrta status dari Pcratura n Pcrundanc 
undangan yang adu, tcrrna suk Poraturan Per undarig-uridanprm yang 
dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku scrta Pcratura n Pcrundang- 
u nd.mgan yang rna sih t etap bcrlaku karcna tidak bcrtcnrangan dcngan 

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- 
UNDANGAN TERKAIT 

kcuangan negara. 

diat ur 
aspck 
bcban 

Ba h ini mcrnuat uraian mcngcnai matcri yang bcr sifat teorct is, a sas, 
prnkt ik, pcrkcrnbangan pcrnikirnn , scrta irnplikasi sosial, polit ik, clan 
ckonomi, kcuanga n negara dari pcngaluran dalarn suatu Pcraturan 
Dacrah. Bab ini dapat druraika n dnlam bebcrapa sub bab bcrikut: 

A. Kajian tcorctis. 
R. Kajian terb adap asas/prirn,ip yang ter kai t dcngan pcnyu sunan norrua. 

Analisis tcrhadap pcncntuan asas a sa s rrn .iugn mernpcrhati ka n 
bcrbagai aspck bidang kchidupan tcrkait dcngan Pcraturan Perundang- 
undangan ym1g akan dihu.it , y;-111,~ bcra sal dari ho sil pcuclitian. 

C. Kajia n icrhadap pra ktik pcnyclcnggaraari, korid isi y,mg nda , scrt a 
pcrmasn lo hn n yang dihadupi rna syar akat. 

D. Kajian tcrhudap irnplikasi pcncrapan sistcrn baru ynng a ka n 
dala m Undang Undang atau Pera turan Daerah tcrhndap 
kchidupan masvurn kat clan dampa knya tcrhadap aspck 

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

.1uga dcngan pcnclitia n sosiolcga}. Mctodc yuridis norrnatif dilakuk.m 
rnclalui studi pu staka yang mcnclaah (tcrutama] dat a sckundcr y,1ng 
berupn Pcraturan Pcrundang-unda ngan, putusnn pc ngadi ln n , 
pcrja nj ia n, koritrnk, atau dokurncn hukum lainnya, scrt a ha sil 
pcnclitia n, hasil pcngknjian, da n rcfcrr nsi lainnya. Mctodc yurid is 
normatif dapat dilcngkapi cl<:ngan wawn nca ra, dixk uxi (focu« qmup 
discussion), clan rapat dcngar pcndapa t. Mctodc yuricl is cmpiris :11;1u 
soaiolcgal ada la h pcnclitia n yang d iawa li dcngan pcnclit ia n norrnn t if 
ata u pcm.laa han terhadap Pcm I ura n Pcrunda ng-undanga n (norrnn l i 0 
yung dilanjutkan dengan obscrvasi yang mcndalarn sorta 
penvcbarluasan kucsioncr unt uk mcndapat kan data fak tor nouhukurn 
ynng tcrk.iit da n yang lwrpr-ng,1r·uh tcrhuda p Pere turan Pcnrnd:mg- 
urirln ngan ynng d it clit.i. 
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Nask ah Akadcmik pada akhirnya hcrfungsi rncngarahkan rua ng lingkup 
ma tcri muatan Rancangan Pcraturan Daerah Provinsi yang aka n dibcnt uk. 
Dalam Bab ini, se be lu rn mcriguruikan rrn:mg lingkup rna r eri muatan, 
dirurnuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan 
pcngaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang tclah dikemukakan 

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 
MATERIMUATANPERATURANDAERAH 

C. La ndn sa n Yuridis. 
La ndasan yuridis mcrupak an pertimbangan ata u ala sa n yang 
mcnggambarkan bahwa pcrnt ura n yang dibcntuk untuk rncnga tasi 
perrnasalahan hukurn a t a u mcngrsi kekosongan hukum dcriga n 
rncmpcrtimbangkan aturan ynng tclah ada, yang akan diubah , a tau 
yang akan dicabut guria rnenjarnin kcpastian hukum dan rasa kead ilan 
rnasyarakat. Landasan yuridis me nya ngk u t pcr soa la n hukum ynng 
bcrkaita n dcngan s ubstarrsi arau materi yHng diatur sehingga pcrlu 
dibcnt uk Pcra turan Perundang-Undangan yang baru. Bc be ra pa 
pcr soa la n hukum itu , a.ntara la in , perat urnn yang s'udah kct inggalan, 
pcraturan y,rng t ida k harrnonis at.au t.umpang tindih, je nis pcraturan 
yang lcbih rcndah da ri Undang Unda.ng sehingga daya be-r lak uriya 
lcrna h , pcralurannya sudah ada tcta pi tidak mcmadai, at au 
pcraturannya memang sama scka li belum ada. 

I3. Landasan Sosiologis. 
Landasan sosiologis mcrupakan pcrtimbangan atau alasan yr1ng 
rncnggarnbarkan bahwa pcra tura n yang dibcntuk unt uk mcmcnuhi 
kcbutuhan rnasyarakat dalarn bcrbagai aspck. Larida sa n sosiologis 
scsungguhnya mcnyangkut fakta crnpiris rncngcnai pcr kcrn ba njra n 
masalah dan kc but uhan mn syarnkat da n ncgara. 

J\. l.a nr la sa n Filosofis 
l.andasan filosofis mcr u pa ka n pertirn hanjran a ta u a la sn n y,1ng 
Mcnggarnbarkan bahwa pnrat uru n yang dibcntuk rru-rn pcr tirnba ngk.m 
pandangan hid up, kcsadaran , dan cita hukum yang mcliputi s'ua s.rnn 
kcbatinan scrta fr1lsafah bangsa Indonesia yang ber sumbcr dari 
Pa nr.a si la dan Pcrn bu kaa n Undarig-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

Pcrnruran Dncrah yarig ba ru. Ana lixis ini dapat menggarnbarkan tingka: 
sinkroriisasi, harrnonisasi Pcrnturnn Pcrundang-undangon ynng ada scrt a 
posisi dari Pcraturnn Daerah untuk mcnghindari tcrjadinya turnpung tindih 
pcngnturan. l la sil dari pcnjclas.m atau uraian ini mcnjadi bahan bagi 
pcnyusunan la nclaxa n filosofis d;.rn yuridis dari pernbcnt.uka n Pcraturnn 
Dacrah yang a ka n dibcntuk. 

-4- 



Pcndalruluan rncmuat latar bclakang, sa suran yang akan diwujudkari, 
idcntifikasi ma sala h , tujuan dan kr-gunaan , scrta mctodc pcnclitian. 

A. Lat ar Belakang 
Latar bclakang rncrnuat pernikiran dan alasan-alasan pcrlunya 
pcnyuaurian Na aka h Akade mik sebagai acuan pernbe nt ulca n 
Rancangan Urirla ng-Urid a ng atau Rancangan Pcraluran Daer» h 
tcrtentu. Latar bclakang mcnjclaskan mengapa pernbcntukan 
Rancangan Undang-Undang at au Rancangan Pcraluran Daerah sw-ll u 
Pcraturan Pcrundang-undanga n mcmcrlukan suat.u kajia n y::rng 
mcndalam dan kornprchcnsif mengenai teori atau pcmikiran ilmiah 
yang berkaitan dcngan matcri muatan Rancangan Undang- Undarig 
atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pcmikiran 
ilmiah lersebut mengarah kcpada pcnyusunan argumcntasi filosofis, 

1. BABIPENDAHULUAN 

Uraia n singkat sctiap bagian: 

LAMP!l<AN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

BAB IV 
BABV 

BAB I 
BAB II 
BAB JJI 

PENDAHULUAN 
KAJTAN Tft:ORP:TTS DAN Pl~AKTfK EMPfRIS 
EVALUAST DAN AN/\LISTS PERATURAN PERUNDANG- 
UNDANGAN TERKAIT 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSTOLOGIS, DAN YURIDIS 
JANGKAUAN, ARAfl PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 
MATER! MUATAN PERATURAN DAERAH 

BAR VT PENUTUP 
DAFT/\T~ PUSTAKA 

,JUD UL 
KATA PENGANTAR 
DAFTAI~ IST 

2. Sistcrnatika Naskah Akademik adala h scbagai hcrikut: 

1. Naskah Akadcmik adalah naskah basil pcnclitian a tau pcngkajian h ukurn rlan 
basil penelitian lainnya tcrhada p suatu rnasalah tcrtcntu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mcngcnai pcngaluran masalah terscbut 
dalarn suatu Rancangan Pcratunm Dacra h scbagai soluai ter hadnp 
pcrrnasalahan clan kcbu tu han hukurn rna syarakat. 
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D. Metode 
Penyusurian Naskah Akadcrnik pada dasarnya mcrupakan su:it u 
kcgiatan pene litian schingga diguriakan mctodc pcnyusunan Naskah 
Akadcrnik yang bcrbasiskan rnctode penclitian hukum atau pcnclitian 
Jain. Pcnclitian hukum dapat dilakukan rnelalui met.ode yuridis 
normatif dari mctodc yuridis empiris. Mctodc yuridis ernpiris dikcnal 

1) Mcrumuskan porrna sa la hari yang dihadapi dalarn kchidupan 
berbangsa, bcrncgara, dan bcrmasyarakat scrta cara-cara 
mcngatasi pcrrnasalahan tcrscbut. 

2) Mcrumuskan pcrmasa laha n hukum yang dihadapi scbagai ala san 
pembcntukan Rancangan Pcraturan Dacrah scbagai dasar h uk urn 
penyelesaian atau solusi permasalahan dalarn kehidupan 
bcrbangsa, bernegara, dan bcrrnasyarakat. 

3) Mcrumuskan pertirnbangan atau landasan filosofis, sosiologis. 
yuridis pcrnbcntukan Rancanga n Perat ura n Dacrah. 

4) Mcr urrruaka n sa sa ra n yang akan diwujudkan, ruang lingkup 
pcngaturan, jangkauari, dan arah pcngaturan dalarn Hancangan 
Pcraluran Daera h. Scrncntnra itu, kegunaan pcnyu sunan Nasknh 
J\kademik adalah scbagai acuari atau referensi pcnyusunan da n 
pcmbahasan Rancangan Peraturan Dacrah. 

C. Tujuan dan Kr-gunaan Kcgiatan Pcnyusunan Naskah /\kademik 
Sesuai dcngan ruang lingkup idcritifikasi rnasalah y,rng dikcrnuka ka n 
di atas, l uj ua n pcnyusumrn Naskah Akadcmik dirumu skan scbarmi 
berikut: 

B. Idcntifikasi Masalah 
ldentifikasi masalah rncrnuat rumusan mcngenai masalah a pa ynng 
a ka n ditcrnukan dan diuraika n dalarn Naskah Akadcmik tcrscbut.. 
Pada dasarnya ide ntifik asi rnasalah dalarn suatu Na ska h J\kadcrnik 
mencakup 4 (em pal) pokok rna salah, yaitu sebagai bcrikut: 

1) Perrnasa la ha n apa yang dihadapi dalam kehidupan bcrbangsa, 
bcr ncgara, don bcrmasvarakat scrta bagaimana perrnasala h,111 
tcrscbut dapat dia ta si. 

2) Mengapa pcrlu Rancarigan Undang-Undang atau Rancang-m 
Pcraturan Dacrah scbagai da sa r pemecahan masalah terscbut., yc1ng 
bcra rt i mcmbcnt1rkan pe libatan negara dala rn penyelesaian 
masalah tcrscbut. 

3) Apa yang mcnjadi pertirnbangan at au landasan filosofia.sosiologis, 
yuridis pembcntukan Rancarigan Undang-Undang atau Rancangan 
Pcraturan Dacrah. 

4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengarura n, 
jangkauan, dan arah pengat ura n. 

sosiologis sorta yuridis guna mcndukung pcrlu arau tidak perlunya 
pcnyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Pcrat.urn n 
Daerah. 
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Bab ini mcmuat hasil kajian terhadap Pcraturan Perundang-unda ngan 
tcrkait yang mcmual kondisi hukum yang ada, ketcrkaitan Pcrat ura n 
Duer ah baru dengan Pcraluran Pcrundang-undangan lain, harrnoniaasi 
sccara vcrt.ikal dan horizontal, scrta status dari Peraruran Pcrundang- 
unrlangan y;:ing ada , tcrrnas uk Peraturan Perundang-undangan yang 
dicabut dan dinyaf.akan tidak bcrlaku scrta Peraturan Pcrunda ng- 
undangan yang masih tctap bcrla ku karcna tidak bcrtcntangan dcng;:m 
Pcraluran Daerah yang bar'u. Kajia n terhadap Peraturan Pcrund8ng- 
u ndangan in i dimaksudka n untuk mcngctahui koridisi hukum atau 
pera turan perundang-undangan yang mengatur rnengenai substarisi atau 
rnatcri yang akan diatur. Da larn kajia n ini akan diketahui posisi dari 

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- 
UNDANGAN TERKAIT 

keuangan ncgara. 

d iat ur 
aspck 
be ban 

Ba b in i mcmuat uraian mcngenai matcri yang beraifat teorct is, a sas, 
prnktik, perkcmbangan pcmikiran, scrt a irnplikasi sosial, polit.ik, dan 
ckoriorn i, kcuangan negara d ari pengaturan dalam suatu Pcraturan 
Dacrah Rab ini dapat diurnikan dalarn bcberapa sub bab berikut: 

A. Kajian ieorctis. 
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang t.erkait dengan pe nyusurian norrna. 

Analisis terhadap pcncnluan a sas -asas rm juga mcmpcrhat ika n 
bcrbagai aspck bidang kehidupan tcrkait dcngan Pcraturan Pcrundang- 
undangan yang akan dibuat, yang bcrasal dari hasil penclitian. 

C. Kajian terhadap prakt ik pcnyclcnggaraa n, kondisi yang ada, sorta 
perrnasalahan yang dih ada pi ma.sy ara kat. 

D. Kajia n tcrhadap irnplikasi p<'ncrapan sislcm baru yang aka n 
dalarn Urida ng-Undang atau Pera tu ran Dacrah tcrhadap 
kchidupan masyarakat dan dampaknya tcrhadap aspck 

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

juga dengan pcnclitian sosiolcgal. Metodc yuridis norrnatif dilakukan 
rnclalui studi pustaka yang rncnelaah (tcrutarna) da La sekunder y;.rng 
bcrupa Pcraturan Pcrundang-undangan, putusan pcngadila n, 
pcrjanjian , kont.rak, atau dokurncn hukum lainnya, scrta ha sil 
penclitian, has il pengkajian , dan rcfere nsi lainnya. Mclodc yur idis 
norrnatif dapat dilengkapi derigan wawancara, diskus! (focus group 
discussion), da n rapal derigar pcndapa t. Metodc yuridis crnpiris atau 
sosiolegal ada hi h penelitian ya ng diawa li dengan pcnelitia n normn ti r 
a ta u pcnclaahan tcrhadap Pcratura n Pcrundang-ur-dungan (norrnat if) 
yang dila njut.ka n dcngan obscrva si y.-rng rncndalarn scrta 
penycbarluasan kuesioncr unluk rnendapatkan data Ia k tor norih uk urn 
y::1ng tcrkait dan yang bcrprngaruh tcrh adap Peratura n Pcrundang- 
undangan yang ditcliti. 
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Na skah Akademik pada akhirnya bcrfungsi mengarahkan ruang lingkup 
matcri muara n Rancangan Pcraturan Dacrah Provinsi yang akan dibcnt uk. 
Da larn Bab irii , scbclurn mcnguraikan ruang lingkup materi rrruat a n, 
dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan 
pengaturan. Matcri didasarkan pada ulasan yang telah dikernukakan 

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

B. Landasan Sosiologis. 
Landasan scsiologis rne ru pa ka n pcrtimbangan atau a la san yang 
mcnggarnbarkan bahwa pcrat ura n yang dibentuk untuk mcmcnuhi 
kebuluhan masyarakat dalam berbagai aspck. La nria sa n sosiologis 
scsungguhnya rncnyangkut fakta cmpiris mengcnai pcrkcmbangan 
rnasalah dan kebutuhan ma sya ra kat dan ncgara. 

C. Landasan Yuridis. 
Landasn n yuridis mcrupaka n pcrtirnbangan atau alasan ynng 
mcnggamhnrkan ba hwa pcra t uru n yang dihcntuk unluk rncngnt.rsi 
pcrrnasalaha n hukurn arau mcngisi kckosongan hukum dcngan 
mempcrtimbangkan aturan yang tclah ada , yang a ka n diubah, a tau 
yang akan dicabut guria rncnjarnin kepastian hukurn dan rasa keadilan 
masyarakat. Larida san yurirlis rncnyangkut pcrsoalan hukum yang 
bcrkaitan dcngan s ubst anai atau rnateri yang diatur sehingga pcr lu 
dibcrituk Peraturan Pcnrndrn1g-Undangan y;:rng baru. Bcbcr-a pa 
pcrsoalan hukurn it u, antarn lain, pcraturan yang sudah kct.inggn lan, 
pcra turan yang tidak harrnonis atau turnpang tindih, jcnis pcraturan 
yang lebih rcndah dari Undang-Undang schingga daya bcr lakunya 
lcmah , pcrnturannya suda h ada tctapi tidak rncmada i, at a u 
pcruturunnya memang sarna sckali bclum ada. 

A. La nrla sa n F'ilosofis 
Landasa n filosofis mcrupa kan pcrtimbangan atnu a la sa n yang 
Mf:nggambnrkc1n ba hwa pcrntura n yaru; dibcntuk mcmpcr tirnbangknr, 
pa nrla nga n hiciup, kc saclara n, da n cita hukum yang mcliput i s ua sa na 

kr-batina n scrt a Ialsafa h bangsn Irido nc sia yang bcrsumhcr dari 
Panoasi!a rla n Pcrn bt.rka a n Urida ng-Urid a ng Da sar Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1 <)45. 

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

Pcraturan Dacrah yc1ng baru. Ana lisj s ini dapat mcnggambarkan tingkal 
sinkroniaasj, harmon isasi Pcratura n Pcrundang-undangan yang ada scrt.i 
posisi dari Pcraturan Dacrah urituk mcnghindari tcrjadinya t urnpnng tindih 
pcngaturan. Hasil dari pcnjclasan atau uraian ini rncnjadi ba ha n bagi 
pcnyusunan landasan filo sofis dan yuridis dari pernbcnt ukan Peraturan 
Daerah yang aka n dibcntuk. 
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NURALAM Jf 

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA 

7. DAFTAR PUSTAKA 
Daftar puxta ka rncmual buk u, Pcra turan Per-undang-undangan. dan jurnal 
y:mg menjadi s'urnbcr ba h an pcny o s uria n Na.ska h Aka dcrn ik. 

d ala m suotu 
Pcrunda rig- Peraturan a tau 

Saran rnernuat a n tara lain: 
1. Perlunya pcrnilahan subsransi Nas kah Akadcmik 

Pcraturan Pcrundang-undangan 
unda ngan di bawahnya. 

2. Rckorncndasi tcntang sknla prioritas ponytrs'u na n Rancangan 
Rancarigan Pcraturan Dar rah dalam Program Lcgislasi Dacra h. 

1. Ke-giatan lain yrmg d ipcr lu ka n u nt u k mcndukung pcnycmpur naan 
pcnvusunan Na skah Akadcrnik lebih lanjut. 

I\. Sirnpulnn 

Sirnpulan mcrriuat rangkurnan pokok pikirnn yang bc rk a it a n dr nga n 
prakt ik Pcnyclcnggaraan, poko k claborasi teor i, dan a sa s yang telah 
diuraikan dalarn ha b scbclumnvn. 

n;il> pc-n u l.u p tcrdiri ;1!;.1s st i bbn b simpulan da n sa ran. 

6. BAB VI PENUTUP 

dalarn bah sebclumnva. Sclanjut 11yr3 mengr-nai ruang lingkup rnat cri pndn 
dn sn r-nva mcnca kup: 
1. kctcntuan umurn mcmual rurrrusan akadcrnik rncngcnai pcngcrt ian 

istilah, da n fra sa; 
2. rnatcr i ycrng akan d ia tur: 
J. kr-Ie n t.ua n sanksi, elem 
4. kctcntuan pcralihan. 
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/ 
NURALAM 

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA 

7. DAFTAR PUSTAKA 
Da lt ar pust aku mcrnuat buku, Pr-rat ura n Pcrundang-undnngan, d,111 jurrial 
yang mcnjadi s urnbcr buh.m pcnyu su nari Na ska h Akadorn ik . 

undarigan di bawa h nya . 
2. l~ekomcndasi tcntang sk» la priorilas pcnyuxunan ~~r1 nca ng,m 

Rarica npa n Pcraturan Dncrn h dalarn Program Lcgislasi Dacra h. 
3. Kcgiat.an lain yc111g d ipr-r l uk-m unluk rncndukung penyernpurnaan 

pcnyusunan Naska h Akadernik lcbih lanjut. 

dalam suatu 
Pcr undarig Pera tum n at.au 

Na skah Akadcrnik pcrnilaha n s11bst;rnsi 
Peru nda ng-u rid il ngan 

I. Pcrlunya 
Pcra turan 

1-3. Sa ra n 
Saran rncrnua: a n t.a rn lain: 

Simpulun mcrnuat rangkurnan pokok pikiran yang berkaiian dr ngan 
pra kt ik Pcnvclcnggaraan , pokok r la borasi tcori, clan a s.is yang tc la h 
di uraikan dn larn ha b scbe!u rnn_\ ;1. 

!\. Simpulan 

Ba b pcriutup tcrd iri n t as subba b sirnpulan clan saran. 

6. BAB VI PENUTUP 

dnlarn hab scbclumnva. Scla njutnva mcngcnai ruang lingkup matcri pada 
dnsnr nya mcncakup: 
1. kctcntua n rrrrrum mcrnuat r um usa n a kadcrnik mcnacnai pcrigr-rt inri 

ist.ila h, da n fra sa ; 
2. matcri yu ng a ka n dia tur; 

1. ketcntua n srm k si ; d;rn 
-l . kctcntuan pcralihrm. 



}'(/\Cr/\M 1~/\11/\S/\ PI•:1'(/\TlJl'<AN DAf<:RAH 

A. BAJ !ASA PBRATURAN DA.SRAH 

B. PILIHAN KATA AT/\U JSTIL/\1 I 
C. TJ,:KNI K Pl.:NGACUAN 

HAL-HAL KHUSUS 

A. PENDEU-:GASI/\N KI•:wr~NANGAN 

B. PENYTDJKAN 

C. PENCABUTAN 

D. P .. :l"<UH/\I IAN pi:,_:r~ATUl"<AN DAf<_:J'(Al! 

D. PENUTlJP 

E. PENJEL/\S/\N (.Jika dipcrlukan) 
F. LAMPmAN (,Jikn dipcrlukan) 

1. Kctcn t uan Umum 

2. Marcri Pokok yr111g Dia tur 
3. Kctcntuan Pidaria (,Jikr.1 dipcrluka n) 

4. Kctcn tuan Pcrnlihnn (.Jika dipcrlukan) 
5. Ketr-nt mm Pcn ut up 

5. Diktum 
C. BATANG TUBUH 

4. Da sa r TTuku.m 

3. Kon sidcran.s 

l. Frnsc Dcngnn l~nhmat T'u ha n Ya ng Ma h a Esa 

2 .. Ia ba tan Pcm bcn tu k Pcm turn n Dacra h 

KT-<:I'</\ NG KA Pl~l"<ATU IV\ N DA T•:Rf\ 11 

A. JUOUL 

8. PEMDUK/\AN 

SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN PERA TURAN 
DAE RAH 

2013 TANGGAL : 

PERATURAN DAERAH PROVIS! SULAWESI TENGGARA 
NO MOR 

f3/\ B TT! 

B/\B TI 

H/\H I 

LAMPIRAN II 



PERUT3/\1 !/\N /\TAS PERATUR/\N D/\~RJ\H PROVINST SULAWESI 
TENGG/\R/\ NOMOI~ 5 TA HUN 2003 TENTANCJ BANK 
PEMBANGUNGAN DAERAH SULAWIDSI TENGG/\RA 

TENT/\NG 

NOMOI~ 10 TAHUN 2004 

PERJ\.TUI~/\N DA~RAH PROVINST SUL/\ WT<:ST TT~NCJGARA 

4. Pada judul Pcraturan Dacrah perubahan ditarnbahkan frasc 
perubahan atas di depart na ma Pcraturan Dacrah yang d iuba h. 

Contoh : 

PENGELOL/\/\N B/\R/\NG MILIK DAERAH 

TF:NT/\NG 

NOMOR 1 T/\IlUN 2010 

PERATURAN DAERAH PROVINST SULAWF:SI Tf<:NGGARA 

Cont oh: 

3. Judul dit ulis selu ruhnyn dcngan huruf kapital yang diletakkan di 
Lcngah ma rj in t a npa diakhiri tu nda baca. 

2. Na ma Peraturan Dacrah dibunt secara singkat da n mr-nccrrninkan 
i si Perat uran Dacra h. 

1. ,Juclul Pcraturan Dacrah rncrnuat kctcrangan rncngcnai jcrns, 
nornor , I r1 hun pcnguridanp» n at au pc net ap;i n , da n nama 
Pcraturan Dar-ru h. 

A. JUDUL 

13. Pcrnbukaan ; 
C. R.~tang Tubuh; 

D. Pcrrut.up; 

I~. Pcnjclasan (Jika d ipc-rluka n); 
F. Lampiran (.Jika dipcrlukan]. 

/\. ,Judul; 
Kcrangka Pcrarura n Dar rah tcrdiri a tas: 

KERANGKAPERATURANDAERAH 
BAB I 
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2. Pada pcrnbukaan Pcrut ura n Daerah scbclum narna j abat an 
pernbentuk Pcrat.ura n Dacra h dicanlumkan Ira sc DENGAN 
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis scluruhny» 
deriga n huruf kapital yang dilcrakkan di lcngah marjin 

]. .Jabatan pcm bentuk Pcraturun Dae rah ditulis scluruhnya dcngm1 
huruf kapital yang dilctakkan di tcngah marjin dan diakhiri 
derigan tanda baca korna. 

4. Korisidcrans diawali dcngan kata Menimbang. 

1. Pcrnbukaan Pcraturan Dacrah t.crdiri atas: 
8. Frase Dcngan Rahrna t T'u ha n Yang Maha Esa; 

b.dabatan Pcmbentuk Pcraruran Dacra h; 
c. Kon sidera n s; 

d. Dasar Hukum; da n 
c . D i kl 1.1 lll . 

B. PEMBUKAAN 

PENCAJ3UTJ\N PERJ\TUl~AN DAERAH PROVINST SULAWESI 
TSNGGARA NOMOR l.1 TATTUN 2001 T~NTANG PERT7,TNAN 

Pl~NGUSAHAAN MINYJ\K DJ\N G/\S BUMI 

Tl•:NTANG 

NOMOR ..... TA HUN 20 J 1 

PERATURAN DAERAH PROVINST SULAWESI TENGGAR/\ 

Con Loh: 

h. Pada j ud ul Pc-ra t ura n Dar-rah pcncabutan disisipkan katn 
pencabutan di dcpan narna Pcraturan Daerah yang dicabut. 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI 
SULAWESI TENGGARA NOMOR STAI !UN 2003 Tf-:NTANG BANK 

PEM ~3ANG UN GAN DJ\ r·:RJ\I I SUL/\ wics: TENGG/\ RJ\ 

TENT ANG 

NO MOR 2 TAHUN 2011 

PERA TURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

Conteh: 

5. .Jika Pcraturan Dacrah tclah diubah lcbih dari 1 (saru) kali, di 
an tara kata perubahan d<111 kata atas disisipkan kctcra rigan yang 
rnenunjukkan bcrapa kali perubahan tcrscbut tclah dilakukan , 
ra npa mcrinci pcrubahan scbclurnnya. 
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l. Dasar hukum d iawa li dengan kata Mengingat. 
2. Da sar hukum rnerrrua t dn sa r kcwcnangan pcmbua tan Pcratura n 

Dacrah yang mcmcrintahkan pcmhuatan Perat ura n Daera h 
tcrscbut. 

3. Peraturan Pcrundang-undangan yang cligunakan scbagai dasar 
hukum h anya Pcraturan Pcrundang-undangan yang t i ngka t a rmya 
sarna atau lcbih linggi dari peraturan dacrah. 

4. Pcraturan Perundang-uridangan yang akan dicabut dengan 
Pcraturan Dacrah yang akan dibcntuk atau Pcraturan Perundang- 
undangan ynng sudah diundangkan tet.api belum rcsrni bcrlaku, 
tidak dicant umka n sebagai dasar hukum. 

5. .Jika jumlah Pcraluran Pcruridang undangan yang dijadikari d a sa r 
hukum Jebih dari satu, urutan pcncanturnan pcrlu mcrnpcrhatikan 
Lala urutan Peraruran Pcruncfang-undangan dan jika iingkatannya 

C. Dasar Hukum 

b. bahwa ; 
c. bahwa berdasarkan pctimbangan 

sebagairnana dimaksud dalarn huruf a 
dan huruf b perlu mernbentuk 
Pera turan Dacrah ten tang . 

a. bahwa ; Menimbang 

10. Rurriusan butir korisideraris t era kh ir bcrbunyi sebagai bcrikut: 

Conteh: 

8. bahwa ; 

b. bahwa ; 

c. bahwa . 

Menimbang 

huru f ,1 bjad , da 11 

dcngan kata bahwa 
9. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dcngan 

dirurnuskan dalarn satu kalirnat yang d iawali 
dan diakhiri dcrigan tanda baca titik koma. 
Con Loh: 

5. Konsiderans mcrnuat uraia n singkat mcngcnai pokok-pokok 
pikiran yang mcnjadi latar belakang dan alasan pcrnbuatan 
Pcraturan Dacrah 

6. Pokok-pokok pikiran pada korisiderans peratura n dacrah mcrriua t 
un sur filosofis, vuridis, dan sosiologis yang mcnjadi latar belakang 
pcmbualannya. 

7. Pokok pokok pikiran yang ha nya menyatakan ba hwa Perat ura n 
Dacrah dianggap pcrlu untuk dibuat adalah kurang tcpat karcna 
tidak rncnccrrninkan tcntang latar bclakang dan alasan dibuatnya 
pcraturan dacra h terse but. 

8. Tiap-t ia p pokok pikira n dirurnuskan dalarn rangkaian ka lirna t 
yang mcrupakan kcsa tua n pcngcrt ian. 
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2. Kata Memutuskan ditulis sc luruhnya dengan huruf kapital tanpa 
spasi di antara suku ka ta dan diakhiri dcngan Landa baca t itik dua 
scrta dilctakkan di tcngah rnarjin. 

c. narna Peraturan Daerah. 

a. kata Mcmutuskan; 

b.kata Meriet a pka n ; 

D. Diktum 
1. Dikturn tcrdiri ar as: 

c. 
b , 

. , a. Mengingat 

8. .Jika da sar hukum rnernuat lebih dari satu Pcraturan Pcrundang- 
undangan, tiap dasar hukurn diawali dengan angka Arab 1, 2, J, 
dan seterusnya, dan diakhiri dcngan Landa baca titik korna. 

Con Loh: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetback 
van Koophandel, Staatsblad 184 7); 

2 ); 

Conteh: 

Mengingat 

2. Undang-Urida ng Nomor 10 Tahun 2004 t cnt ang 
Pcm bent u ka n Pera t.c ra n Pcrundang-Uncfangrin 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
2004 Nomor 5. Tamhahan Lernbaran Negara 
Republik Inriorieaia Nomor 4-155); 

7. Dasar hukum yang bcrasal dari pcraturan pcrunda ng tmda rigan 
jaman Hindia Belanda at au yang dikeluarkan oleh Pcmerintah 
Kolonia! Belanda sarnpai dcngan tanggal 27 Dcscmbcr 1949, 
dirulis Jcbih dulu tcrjernahannya dalarn Bahasa Indonesia dan 
kemudian judul axii Ba ha sa Belarida dan dilengkapi dengan lahun 
dan nomor Staadsblad yang dicetak miring di antara tanda baca 
kurung. 

. ) 1. Mengingat: 

sama disusun sccara kronologis berdasarkan saat pcngundangan 
a tau pe nct apan nya. 

6. Perrulixan undang-undang, kcdua huruf u ditulis dengan huruf 
kapital. 

Urida ng-Unrla ng. Pcrat.ura n Pcmcrintnh, dan Pcrat.uran Prcside n 
pcrlu dilcngkapi dcngan pcncant.uman Lernba ra n Negara Rcpublik 
Indonesia dan Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
ynng dilctakkan di antara t a ndn baca kurung. 
Contoh: 
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a. Kete ntuan Urnum; 

b. Materi Pokok yang Diatur ; 
c. Kctcntuun Pida na (.Jika dipcr lukan}; 
d. Ketcntua n Peru lib an (.Jikn dipcrlukan); 

c. Kctcn t ua n Pcnu Lup, 
3. Dalam pcngclornpokkan substansi sedapat rnungkin dih indari 

adanya bab kctcntuan lain a tau scjcn isriya. Matcri yang 
br-r-sangkutan, diupayaka n unt uk masuk kc dalam ba b yang ada 
at au dapat pula dirnual da larn bab tcrscndiri dengnn judul yang 
scsuai dcngan rnatcri yang diat ur. 

E. BATANG TUBUH 
I. Bat ang tubuh Pur alu ra n Dacrah mcmual scrrrua substansi 

Peraturan Daer ah yang dirurnuskan dalarn pasal (-pasal). 
2. Pada urrrurrmya substansi cblam batang t.ubuh dikclornpokka n kc 

dalam: 

PERATURAN DA ERA I l TP:NTANG PENGELOLAAN 
BARAN(;. MlLII< DA~RAH. 

Mcnctapkan 

MEMUTUSKAN: 

'1. Kata Menetapkan dicanturnkan se sudah kata Mcmutuskan ynng 
disejajarkan kc bawah dengnn kata Menimbang dan Mengingat. 
HuruI awal ka ta Menctapkan dit ulis dcngan huruf k apit a] da n 
diakhiri dcngan t anda baca titik dua. 

:i. Narna yang tcrca nturn dalarn judul Peraruran Dacrah dicanlumkan 
lagi setclah kata Menetapkan da n tanpa Ira se Provinsi Sulawesi 
Tenggara, serra ditulis sc! ur uh nya dcrigan huruf kapit a J da n 
d ia khiri dcngan t a nd a baca titik. 

Contoh 

MEMUTUSKAN: 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

Dcngan Persetujuan Bcrsama 

J. Scbclurn kata Memutuskan dica nturnknn Frase Dcngan 
Persetujuan Bcrsama DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAE RAH 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI 
TENGGARA, yang dit.ulis srh iruhnya dcngan hur uf ka pit a l da n 
dilctakkan di lcngah marjin. 

Contoh : 
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13. Bagian dibcri nornor urut. dcnga n bilangan t ingkat yang ditulis 
d c n gan h u ru f da n d i he ri j u du I. 

11. Huruf awal ka t a bagian, urutan bila ngari, cln n sctiap ka ta pad .. 1 

judul haginn dit uh« dcngan h ur uf ka p itn l, kccua li h u ruf awa l ka tn 
part ikcl yang tida k terlctak pada awal Ira sc. Pcrrulisarmya 
dilctakan di tcngah marjin. 

J1AB I 
KETl~NTUAN UMUM 

Cont.oh: 

I 2. Bab dibcri nornor urut dengan angka Romawi da n judul bah yang 
seluruhnya ditulis dcngan h ur uf kapitnl dan d ilera ka n diu-rigah 
marjm. 

13UKU Kf~TIGA 
PP:RTKATAN 

10. Urut an pcngclompokan adalah scbagai bcrikut: 
a. bab dcngan pasal (-pasal) trmpa bagia n dan paragrnf, 
b. bah dcngan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf-, atau 
c. ba b dcriga n bagian dan paragraf yang beri si pa sul (-p8sal). 

11. Buku dibcri nomor urut. dcngan bilarigan tingkar dan judul yang 
scluruhnya dirulis dcngan hi iruf kapit al da n dilcta kan ditcngah 
rnarj m 

Contoh: 

4. Substansi yang bcrupa sanksi adrninist ml if a ta u sn n kxi 
kcpcrdataan ata s pclanggaran norrna tcrsebut dirurnuskan mcnjadi 
satu bagian (pasal) dcngan norma yang mcrnbcrikan sariksi 
adrninistrn tif a ta u sn n ksi kcpcrdataan. 

5. .Jika norrna yang mcmlx-rika n snnksi administratif at au 
kcpcrdataan tr rda pat lcbih ch:ri satu pa sa l , sanksi administratif 
atau sa n ksi kcpcrda taan dirurnus kan dalarn pa sa l tcra kh ir da ri 
baginn (pasal) tcrsebut. Dcngan dcrnikian hindari rurnusan 
kctent uan sank si y;-1ng sckaligus mcrnuat sa nk si pidana, sank si 

pcrdata. clan sanksi adrnin ist rntif dalam sci tu bab. 
€>. San ksi administra tif da par br rupa, a nt a ra lain, pencabutnn izi n , 

pcm bu ha ra n, pcnuawasun, porn bcrhcntian semen tarn, denda 
adrninistrntif, at au dayn pa k sa pol is ioria l. San ksi kcperdntnan 
dapat bcrupa, a nta ra lain, ga nt i kcr ugian. 

7. Pcngclompokkan rnatcri Pcra t urn n Dacrah dnpa t disusun scca ra 
sis tcma tis dala m buku , ba b, bngian, da n parngraf. 

8. .Jika Pcraturan Dae-rah rncmpunyai matcri yang ruung lingkupya 
sangat luas dn n rncrrrpu nyai b.myak pasal, pasal (-pnsnl) tcrscbut 
clapat dikclompokkan mcnjadi: buku (jika rncrupakan kodifikasi}, 
bab, bagiun, d,111 puragruf. 

9. Pcngclompokkan mntcri dalnm buku, ba b, bagian, da n parngraf 
dilakukan ata s dasnr kr snmnan rnat cri. 
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(1) Satu pcrrnintaan pcridafr a ran merck ha nya dapat diajukan 
untuk 1 (satu) kclas barang. 

(2) Pcrrnirrtaan pcndaftar an merck scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mcnyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk 
dalam kclas yang bersangkutan. 

Pasal 8 

21. Pasal dapat dirinci kc dalam bcbcrapa ayat. 
22. Ayat diberi nornor urut dcngan angka Arab di antara Landa baca 

kurung ta npa diakhiri tanda baca tit ik. 

23. Sa tu aya t hcnda knya ha nya mr muat sat u norrna yang dirumuskan 
da larn sa t u ka lirnat ut.uh. 

24. l luruf awa l kat a ayat ynng digunakan scbagai acuan ditulis 
dcngan huruf kccil. 
Con toh: 

Kcterituan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 20 da n Pa sal 26 
tidak rncniadakan kewajil ia n mcrnbayar gc.1111..i kcrugian 
scbagaimaria dimaksud dalarn Pasal 33. 

Pasal 34 

17. Pasal rnorupaka n snt.uan at ura n dalarn Peraturan Dacrah yang 
mcmuar sat u norrna, dan d iru rn usk an dalarn satu ka li mat yang 
disus un sccara singkat, jola s, clan luga s. 

18. Maleri Pcra turan Dae ra h lcbih baik dirurnuskan du la m banya k 
pasal yang singkat dan jclas daripada kc dalarn bebcrapa pasal 
yang masing-masing pasal rncrnuat banyak ayat, kecuali jika 
rnatcri yang mcnjadi isi pa sal itu mcrupakan satu ra ngkaian yang 
tidak da pat dipisa hkan. 

19. Pasal dibcri nornor urut dcngan angka Arab. 
20. Huruf awal kata pasal yang diguriakan scbagai acuan ditulis 

dcngan huruf kapilal. 

Contoh: 

Paragraf 1 
Kct ua, Wnkil Kctua, clan Hakim 

15. Paragraf dibcri nomor urul dcngan angka Arab dan dibcri judul. 
16. Huruf awal dari kata paragraf dc:111 sctiap kata pada judul paragraf 

ditulis dengan huruf kapital, kccua li huruf awal kata partikel yang 
tidak terlcta k pada awa I fr asc. 
Cnntoh: 

Bagian Kclima 
Pcr syarata n Tck ni s Kcrida raa n Bcrmotor, 
Kcrcta Ga ndcrigu n, clan Kcrct a Tcmpela n 

Contoh: 
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27. .Jika unsur atau rincian rlalarn tabulasi dimaksudkan scbagai 
r i ncia n kurnula t if, ditarnbahkan kata clan yang dilctakkan di 
belakang rincian kedua dari rincian tcrakhir. 

Yang dapa t diberi hak pilih ialah warga ncgara Indonesia yang: 

a. tclah berusia 17 (tujuh bclas) tahun at au tclah kawin; dan 

b. tclah terdaftar pada daftar pcrnilih. 
26. Dalam membuat rumusan pa sal atau ayat dengan bcntuk tabulasi 

hcndaknya diperriatikan ha1-hal scbagai bcrikut: 
a. set.iap rincian b a r u s rlapat dibaca se bagai sa tu rangkaian 

kcsatuan dcngan frasc pcrnbuka; 
b. sctiap rincian diawali dcngan huruf (abjad) kccil dan dibcri 

tanda baca titik; 
c. sctiap Irase dalarn rincian diawali dcngan huruf kccil; 

d. sctiap rincian diakhiri dcngan tanda baca tit ik korna; 
c. jika suatu rincian dibagi lagi kc dalarn unsur yang lcbih kecil , 

maka 'un sur rerscbut dit u li ska n masuk kc da la rn ; 

I. di bclakang rincian yang masih mcmpunyai rincian lebih lanjut 
dibcri ta nda baca titik dua; 

g. perribagiari r-i ncia n (dcngan urutan ma kin keciJ) dirulis dcriga n 
abjad kecil, yang diikuti dcngan t.anda baca titik; angka Arab 
diikuti dcngan t anda baca titik; abjad kccil dcngan tanda baca 
kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; 

h. pcmbagian rincian hendaknya tidak melebihi cmpal tingkat., 
Jika rincian mclebihi ernpat tingkat, pcrlu dipertimbangkan 
pcmccahan pasal yang bcrsangkutan ke dalam pasal atau ayat 
lain. 

Pasal 17 
Contoh rurnusan tabulasi: 

l si pa sal tcrscbut da pa t lcbih mudah dipa harni jika dir-urn u ska n 
scbagai berikut: 

Yang dapat dibcri hak pilih ialah wa rga ncgara Indonesia yang 
tclah be n isia 17 (tujuh bclas] tahun atau telah kawin dan l cla h 
tcrdaft ar pada daftar pcmilih. 

Pasal 17 

25. .Jika satu pasal atau ayat mcmuat rincian unsur, ma ka di sarnping 
dirumuskan dalam bcnt uk kalirnat dcngar rinciari, dapat pula 
dipcrtimbangkan penggunaan rumusan dalarn bcntuk tabulasi. 

Conteh: 

(3) Ketentuan lcbih lanjut rncngcnai kclas barang a tau ja sa 
sebagaimana dimakxud parla ayat (1) diatur dcngan Pcraturan 
Gubcrnur. 
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b ; (don, atau, dany arau] 
c : 

1. ... ; 
2 . .. . ; ( d 8 n , a tau, d a 11 /at.nu) 
J .... : 

a) ; 
b) ; (dan, atau, dan Zatau) 
c) . 

D. Jika suaru rincian lebih lanjut mcmcrlukan rincian yang 
rnendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1 ), 2), dan 
scterusnya. 

a ..... 

( 1) . 
(2) . 
(3) : 

Pasal 20 

a ; 
b ; (dan, a tau, dan / a tau) 
c : 

1 . . ; 
2 ; (dari, a ta u, dnn/atau) 
3 . 

C. Jika suatu rincian lcbih lanjut mcmcrlukan rincian yang 
mcndctail, rincia n itu dii andai dengan huruf a), bl, dan 
sctcrusnya. 
Con Loh: 

( 1) .. 
(2) ; 

Pasal 12 
Cont oh: 

1-3. .Jika suatu rincian mcrncrlukan lcbih lanjut, rmcia n il.u 
ditaridai dcngan angka Arab 1, 2, dan sctcrusnya. 

c ..... 

a ; 
b ; (da n, a tau, da n / ntnu) 

( 1) : 
(2) : 

Pasal 9 
Contoh: 

/\. Tia p-tiap rmcian d it a nrlai dcngan huruf a, huruf b, dan 
sctcrusnya. 

Conloh: 

28. .Jika rincian dalarn tabulasi dirnaksudkan scbagai rincian altcrna1if 
ditarnbahkan kata atau yang diletakkan di bclakang rincian kcdua 
dari rincian terakhir. 

2<). .Jika rmcian dalarn tabulasi dirnaksudkan sebagai rmcian 
kumulatif dan altcrnatif, ditambahkan kata dan/atau yang 
clilctakkan di bclakarig rincian kcdua dari rincian tcrakhir. 

30. Kata dan, atau, dan/atau t.ida k pcrlu diulangi pada akhir setia p 
urisur atau rincian. 
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8. .Jika suatu batasan pcngcrtian atau dcfinsi pcrlu dik ut ip kcrnbali 
di dalam Kctcrn uan Umurn Peraruran Dacrah , ma ka rarnusan 
bat asa n pengcrtia n atau dcfinisi di da larn Pcra tura n Dae rah hams 
sarna dcngan rurnusan batn san pcngcrLian atau dcfirrisi yang 
tcrdapat di da larn pcrat u ra n lcbih tinggi yang dilaksannkan 
tcrscbut. 

b. singkatan a tau akroriim y;_ing digunakan dalarn peraturan 
dae ra h; 

c. hal-hal lain )rlng hcr sifat urnurn yang bcrlaku bagi pasal (- 
pa sal] hcrikutnya an tn ra la in kctcrit ua n yang meru-crrnin kan 
asns, rnaksud, dan tujuan. 

4. Frase pcrnbuka d al arn kctcnluan urnurn pcrat uran rlacr ah 
bcrbunyi: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan 
dengan:. 

!'1. .Jika ketent ua n urnum mcrnuat batasan pcngcrtian atau dcfinisi 
singkatan atau akrorim lcbih dari sat u, ma ka rna sirig-rnasrng 
uraian nya dibcri nomor urut dcngan angka Arab dan diawali 
dcngan h u raf ka pit a l sert.a d ia kh iri dcngan ta nda baca titik. 

6. Kata atau istilah yang dimuat dalarn kctcn tuan umum hanvalah 
kara atau istilah ynng digunaknn bcrulnng-ubng di dnla m pnsal (- 
pasal) sclanjutnva. 

7. .Jika suat.u kata a tau is tila h hanya diguriakan sa tu ka li, ria mu n 

kata a tau istilah itu dipcrlukan penge n.iannya untuk suatu bab, 
bagian at au paragrnf tcrtcntu, dianjurkan agar kata al au ist.i la h iL11 
dihcri defin isi. 

F. Ketentuan Umum 
1. Kctcntuan umurn dilct akku n dalarn ha b kesatu. .Jika clalarn 

Pcraturan Dacra h t ida k dila kukan pengelompokan bab, kctcntuan 
um um dilctakkan dalarn pasal (-pasal) awal. 

2. Kcterituan umurn clapal mcmuat lebih dari sa tu pasal. 
~- Ketentua n umum berisi: 

a. batasan pcngcrt ia n at au cldi 11 isi; 

a) ; 
b) ; (dan, ata u, cfan/citau) 
(:) 

1 . " . ) 
2 .... ; (chm, ;.it ;111, cl c1n/;.it;.-111) 
], 

J. 
2 .... (clan, a i a u , d;.rn/c1tau) 
3. ".: 

b .... ; (clan, atau, don/cJtau) 
c. 

c1. 

( 1 ) ... 
(2) . " 

P;1sal 22 
Contoh: 
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4. Larnanya pidana paling lama 6 (cnam) bulan atau banyaknya 
dcrida paling ba nyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) atau 
dapat d ise suaikari dcngan peraturan pcrundangan lairinya yang 
lcbih tinggi. 

3. Dala m mcncnt.ukan larnanva pidana dan banyaknya dcnda pcrlu 
mempcrtimbangkan c!ampak yang ditimbulkan oleh Lindak pidaria 
dalam masyarakat sorta urisur kesalahan pclaku. 

2. Dalarn mcrurnuskan kctcnt uan pidana perlu diperhatikan asa s 
asas umum kctcnt.uan pidaria yang tcrdapat dalarn Buku Kcsatu 
Kit ab Undarig-Undang Hukurn Pidana. 

1. Kctentuan pidana mcmuat rurnusan yang mcnyalakan pcnjatuhan 
pidana atas pclanggaran lcrhadap ketentuan yang bcrisi norrna 
larangan atau perintah. 

H. Kctentuan Pidana Uika diperlukan) 

2. Pembagian matcri pokok kc dalarn kelornpok yang lchih kccil 
dilakukan menu rut kritcria yang dijadikan dasar pcmbagian. 

Contoh 
a. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, sepcrti pernbagian 

dalarn pembcntukan pc-rda, dimulai dari percncanaan, 
per-siapan, tcknik pcnyusunan, perumusan, pcrnbahasan , 
penctapan, pcngundangan dan pcnycbarluasan. 

b. pcmbagian bcrdasarkan urutan jcnjang jabatan, scpcrti Kcpala 
Dinas, Kepala Bidang, dan Kcpala Sub Bidang. 

G. Matcri Pokok yang Diatur 
1. Matcri pokok yang diatur clitcmpatkan langsung sctclah bab 

kctcntuan umum, da n jika tidak ada pcngelornpokkan bab, materi 
pokok yang diatur dilct a kka n set.ela h pasal (-pas,ll) kctcntuan 
umum. 

9. Karena batasa n pengcr tian atau definisi, singkatan, atau akronim 
bcrfungsi, untuk rncnjcla ska n makna suatu kata at.au istilah maka 
batasan pengcrtian atau dcfinisi, singkatan, atau akronirn tidak 
perlu diberi pcnjclasan, dn n karcna itu harus dirumuskan 
scdcrnikian rupa schingga tidak mcnimbulkan pcngcrtian ganrla. 

10. Urutan pcncrnpatan knt a nuiu ist.ilab da larn kct e n t ua n umum 
mcngikuti kctcntuan scbagn: hcrikut: 
a. pcngcrtian yang mcngat ur tcntang lingkup umurn dit.crnput ka n 

lebih dahulu dari yang hcrlingkup khusus; 
b. pengcrtian yang tcrdapat lcbih dahulu di dalam matcri pokok 

yang diatur ditcrnpatkan dalarn urutan yang lcbih dahulu; dan 
c. pcngcrtian yang mernpunvai kaitan dcngan pcngcrtian di 

atasnya dilctakkan bcrdckat an secara bcrururan. 
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5. Pr nyimpangan scrncu: c 11c1 itu berlaku juga bagi ketcntuan ynrig 
dibcrlakusurutkan. 

4. Di dalam Peraturan Dacrah yang baru, dapat dirnuat pcngaturan 
yang mernuat penyirnpangan sernentara atau penundaan 
serncntara bagi tindakan hukum at au hubungan hukum tcrtcntu. 

3. Pada saat sua;u Pcraruran Daerah dinyatakan rnulai · Lcrlak u, 
segala hubungan h uk urn yang ada atau tindakan hukurn yang 
tcrjadi baik scbelurn, pada saat rnaupun scsudah Pcraturan 
Daerah yang baru itu dinyatakun mulai berlaku, t u nd uk pada 
kclcntuan Pe, atura.i Dacrah barn. 

1. Kctcntuan peralihan nu.rnuat pcnycsuaian terhadap Pcraturan 
Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah baru rnulai 
berlaku, agar Peraturm Daerun terscbut dapat bcrjalan lancar dan 
tidak menirnbulkan perrnasalahan hukurn. 

2. Ketentuan pcralihan dirnuat d rlarn bab kcrentuan pcralihan dan 
diternpatkan di antara bab Ketentuan Pidana dan bab !\.Ctentuan 
Penutup. .Ji ka dalarn Pcraturan Daerah , idak diadakan 
pengelompokan bab, pa sal yang memuat ketcntuan peralihan 
ditempatkan sebelurn µc\~e1.l yang r 1emual ketentuan penutup. 

I. Ketentuan Peralihan (ji.ka diperfukun] 

Setiap orang yang dcng.in scngaja dan tanpa hak mcnggunaka-i 
mcrek yang sarna pada kcseluruhannya dcngan merek terdaftar 
milik orang la.n atau badan hukum lain untuk barang atau jasa 
sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, scbagairnana 
dimaksud dalam Pasal 2C, clipidana deugan pidana pcnjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun dun dcnda paling ban yak Rp 100.000,00 
(scratus ribu rupiah}. 

Pasal 81 

Contoh: 

5. Ketentuan pidana ditempatkan dalarn Jab tersendi.i, yaitu bab 
ketentuan pidana yang l.-taknya scsudah materi pokok yang diatur 
a.au scbclurr bab kctcntuan perrlihan. Jika bab keterituan 
pcralihan tidak ada. lct ak nyu adalah scbelurn bab kclc~tuan 
pcnutup. 

6. .Jika di daiam Pcrat urur. Dacrah tidak diadakan pcngeompokan 
bub per bab, kcicru uan 1,1dana ditcrnpatkan dalarn pasal yang 
terlr-t ak lang-sung ::;d)t:IL.111 pusal (-pasal) yang berisi ketentuan 
pcralihan. .Jika tiiduk adu pusal yang bcrisi kctcntuan pcralihan, 
kctentuan pid.ma dile tukka n scbelum pa sal pe iutup. 

7. Rurrrusun kctcntuan pidana harus mcnycbutkan secara tcgas 
norrna larangan at.iu pcr.ntah yang dilanggar dan menyebutkan 
pasal (-pasal) yang mcmuat norma tersebut. 

8. Jika kctcutuu.i pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari 
keterituan picana drruiriuskan dengan frasc setiap orang. 
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a. menjalankan (ck.sckutif], rnisalnya, penunjukan pejabat 
tertcntu yane dibcri kewe nangan untuk rnernberikan izm, 
mengangkat pegawai, dan lain-lain; 

3. Ketentuan pcnutup da oat mcmual peraturan pelaksanaan yang 
bersifat: 

d. saat mulai berlaku Pcraturan Daerah. 

c. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan 

b. nama singkat; 

a. penunjul.an organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan 
Pcraturan Dacrah; 

2. Pada urnurnnya kctcnruan pcnutup mernuat kctentuan mengenai: 

1. Ketentuan pcnutup diternpatkan dalam bab terakhir. Jika tidak 
diadakan perigelo.npokan bub, ketentuan pcnutup ditempatkan 
dalam pasal ( -pas.rl] terakl in . 

J. Ketentuan Penutup 

Izin ekspor rotan ::,c.. tcngah jadi yang telah dikeluarkan 
berdasarkan Peratur.m Daerah ... Tahun .... masih tetap berlaku 
untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 
pcngundangai: Peraturan Daerah ini. 

Contoh: 

8. Penentuan daya laku surut scbaiknya tidak diadakan bagi 
Peraturan Dacrah yang mernuat kctcntuan yang mernberi bcban 
konkrel ke pada rnasyarakat. 

9. Jika penerapan suatu kctcntuan Peraturan Daearh dinyatakan 
ditunda ecrucntara, bagi tindakan hukum atau hubungan hukum 
tertentu, ketentuan !·\ .. -raturan Perandang-undangan tcrsebut harus 
mernuat secara lcgas dan rinci tindakan hukum dan hubungan 
hukum mana yang dirnaksud, serta jangka waktu atau syarat- 
syarat berakl.irnya perr.indaan sernentara tcrsebut. 

7. Mengingat bcrlakunya asas-asas umum hukum pidana , pencntuan 
daya laku surur heudaknya t idak dibcrlakusurutkan bagi 
ketentuan yang menyang.cu: pidana atau pemidanaan. 

Sclisih tuniangan per baikan yang tirnbul akibat Peraturan Daerah 
ini dibayarkan paling l.irnbat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal 
pengunC:angan Peraturan Daerah ini. 

6. Jika suatu Feraturan Daerah diberlakukan surut, Peraturan 
Daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status 
dari tindakan hukurn yang terjadi, atau hubungan hukum yang 
ada di dalarn tengg .. mg waktu antai a tanggal mulai Lerla.cu surut 
dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. 

Contoh 
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10. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu], 
dapat dipertimbangkar.. c J ra penu lisan dengan rincian dalam 
bentuk tabulas.i. 

Contoh: 
Pada saat Pcraturan Daerah ini mulai berlaku: 
( 1) Peratui an Daerah Nornor.. .. Tahun... (tambahan Lembaran 

Daerah provinni Sulawesi Ter.ggar-a Tahun ... Nornor ... ); 

Pad a saat Peruturan Dacrah ini mulai berlaku, Peraturan Dae rah 
Nornor .. . Tahun . . . ten tang ... (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahur. .... Nomor ... ) dicabut dan dinyatakan 
tidak bcrlaku. 

Contoh untuk, Nomor 97, 98, dan 99: 

9. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan 
telah rnulai beriaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

8. Demi kepastian hukurn, pencabutan Peraturan Daeran hendaknya 
tidak dirurnuskr.n secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas 
Peraturan Dacrah maria yang dicabut. 

7. Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat Peraturan 
Daerah ini mulai berlaku, kccuali uutuk pencabulan yang 
dilakukan derigan Pcraturan Daer ah pencabutan tersendiri. 

6. Jika materi dalan Pcraturan Daerah baru menyebabkan perlunya 
penggantian sclurun atau sebagian materi dalam Perat uran Daerah 
lama, di dala.n Peraturan Daerah baru harus secara tegas diatur 
mcngcnai pcncabut.,n sclur uh a tau sebagian Pcraturan Daer ah 
lama. 

Peratura ... n Dacrah ini dapat disebut F'craturan Daerah teritang 
Karan Lina H<.. war ... 

(Pcraturan Daerah tcniang Kavantina Hewan, lkan, dan 
Turnbuhan] 

Conloh nama singkat yang kurang tepat 

5. Nama singkat tidak rr-ernuat penzertian yang menyimpang dari isi 
dan nama peraturau. 

b. nama eingkat bukan bcrupa singkatan atau akronirn, kecuali 
jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan 
tidak menimbulka.i salah pengertian. 

a. nomor dan lahun pengeluars ... n peraturan yang bersangkutan 
tidak dicanturnkan; 

dirnuat 
dengan 

panjang dapat 
(judul kutipan] 

4. Bagi nama Pcraturan Daerah yang 
kcterituan mengeriai nama singkat 
memperha dkan hal-hal sebaga. berikut: 

b. mengatur (legislatif). misalnya, memberikan kewenangan untuk 
mernbuat per aturan pelaksanaan. 
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Conloh: 

a. rr-er.etapke n bagan-bagian mana dalam Pcraturan Daerah itu 
yang berbcda saat mu'ai bcrlakunya; 

15. Pe nyimpangan tcrhudap saat mulai berlaku Peraturan Daerah 
hendaknya <linyatakan sccara tegas dengan: 

14. Hindari fra se ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang 
scjcnisnya kareria Ira-,c iru menirnbukan ketakpast ian mcngenai 
saat res mi bcri.ikunya suatu Pcraturan Dacrah: saat 
Pengundangan atau saat berlaku efektif. 

Peraturan Dt.cra' I ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun 
stjaktanflg~pcngundangan. 

Pcrat ur-u. Da -rah mi mulai berlaku pacla tanggal 1 April 2011. 

b. dcngan rne-ientukan lcwatnya tenggang waktu tcrtentu sejak 
saat Pr-ngunduntjun nun perietupan. Agar tidak merrim bu ika n 
kcke lir uun pc.iufsrran guria'can lrasc setelah ... (tenggang 
waktu) sejak ... 

Conteh: 

Contoh: 

13. .Jika ada penyimpangan tcrhadap saat mulai bcrlakunya Pcraturan 
Daerah yang bcrsangkutan pada saat diundangkan, ha! 1111 

hcndaknya dinvatakan secara '"egas di dalarn Peraturan Daerah 
yang bersangkutan dcngan: 

a. rnencnrukan t angg,al tertentu saat pcraturan akan berlaku; 

12. Pada dasarnya sctiap Peraturan Daerah mulai bcrlaku pada saar 
pcraturan yang be-rsangkutun diundangkan. 

Pada saat Pcruturan Dacrah ini mulai berlaku, Pcratur an Daerah 
Nomor ... Tnh un tent.mg ... (Lcrnbara n Dacrah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun ... Nornor ... J ditarik kernbali dari dinyatakau 
tidak berlaku. 

11. Untuk mencabut Pcrut uran Daerah yang Lelah sfiundaugkan tetapi 
belum mulai bcrlaku, gunakar. frasc ditarik kembali dan 
dinyatakan tidak ber'luku. 

Conteh: 

dicabut dan dinyatakan tdak bcrlaku, 

(2) Peraturan Daeran Nomor. .. Tahun... (tambahan Lembaran 
Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Tahun ... Nornor ... ); dan 

(3) Peraturan Dacrah Norn ir .... Tahun ... (lambahan Lernbaran 
Dacrah provinsi Sulav....!si Tcnggara Tahun ... Nornor ... ); 
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4. Rurnusan ternpat da n tanggal penctapan diletakkan di scbclah 
kanan. 

c. tanda Langan pcjabat; d an 

d. nama lcngkr p pejabat yang mcndatangani, tanpa gclar dan 
pangkal. 

b. nama jabatan; 

a. tcmpar dan tanggal pcngcsahan atau penctapan; 

3. Penandatanganan pengcsahan atau perictapan Peraturan Daerah 
mernuat: 

Agar sctiap orang mengctahuiny a, mernerintahkan pcngundangan 
Peraturan Dacrah ini dengan penernpatannya dalam Lcmbaran 
Dacrah Provinsi Sulawcs Te nggara. 

Conteh 

2. Rurnusan pcrintah pengundangan dan pcncmp.uan Pcraturan 
Dacrah dalarn Lernbaran Dacr.ih Provinsi Sulawesi Tenggara yang 
berbunyi sebagai berikut · 

c. Pcngundangan Peraturan Daerah; dan 

d. akhir bagian pcnutup. 

b. pcnanclatanganan pcnet apan Peruturan Daerah; 

a. rumuse r pcrintal. oe ngundangan dan pencmpatau Pcraturan 
Dacrah dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 

1. Penutup r..crupakan bagia n akh.r Peraturan Dacrr h dan mcmual: 

K.PENUTUP 

16. Pcraturan Dae.rah hanya dapat dicabut derigan Peraturan Dacrah 
alau yang tingkatannyu lt.uih Linggi. 

(1) Ketcrituan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 
rnulai bcrlaku untuk wilayah Buton dan Muna pada 
Langgal. .. 

Pasal40 

Contoh : 

( 1) Ke ten tuan ec bagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayaL ( 1), 
aya; (2), aya: (3), clan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal. ... 

b. menetapkan saat mulai bcrlaku yang berbeda bagi daerah 
tertcntu. 

Pasal 45 
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10. Pada akhir bagian pcnutup dicantumkan Lernbaran Daerah 
Provinsi Sulawes Tenggara be sert.a tahun dan nomor dari 
Lernbaran Dacrah Provir .. si Sulawesi Tenggara tersebut. 

11. Periulisan frasc Lembaran Dae:rah Provinsi Sulawesi Tenggara 
ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 

9. Jika dalam wakru paling lambal 30 (tiga puluh) hari Gubcrnur 
tidak rnenandatangani rancangan peraturan dacrah yang telah 
disctujui bersuma antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
Gubernur, maka die: .. ntumkan kalimat pengesahan setelah nama 
pejabat yang mengundangkan yang berbunyi : Peraturau Daerah 
ini dinyat akan sah. 

Ni\MA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DAl:'-:f'<AI I P~OVINSI SULAWESI TENGGARA 

pada tanggal ... 

Diundangkar. di .. 

7. Ternpat tanggal ?c11gundangan Peraturan Dacrah diletakkan di 
sebelah kir (di bawah penandatanganan pengesahan atau 
pcnetapan). 

8. Narna jabatan dan narna pcjabat ditulis dengan huruf kapital. 
Pada akhir narna jabatan diberi tanda baca koma. 

Contoh 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan 
pangkat. 

a. ternpat dan tangga: Pengvndangan; 

b. narna jabitan yang berwcnang mcngundangkan; 

c. tanda tangan · dan 

6. Pcngundar-gan Pera: ur ar. Dacrah mernuat: 

NAMA 

Landa tangan 

GCBERNUR SULAWESI TSNGGARA, 

pada tanggal ... 

Disahkan di . 

Contoh untuk pengesahan 

5. Nama jabatan dan narna pejabat ditulis dengan huruf kapital. 
Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. 
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9. Penjclasan urnurn mernuat uraian secara sisternatis mcngenai latar 
bclakung pcrnikirari, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan 
Dacrah yang tc.ah tcrcantum secara singkat dalam butir 
konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang 
terkandung dalam Latang tubuh Peraturan Daerah. 

I. UMUM 
II. PASAL DEMI P.\SAL 

7. Penjclasan Pr-raturan Dacrah mcmuat penjelasan umum dan 
penjclasan pasal demi pasal. 

8. Rincian penjclasa n umum dan penjelasan pe sal demi pasal diawaii 
dengan angka Rorru.wi dan ditulis seluruhnya dcngan huruf 
kapital. 
Contoh: 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATL;RAN DAERAi-l PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 5 TAHUN 2003 
TENTANG 

BANK PE~1BANGTJNAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

L. PENJELASAN (Jika Diperfukan] 

1. Setiap Peratura n dacrah dapat diberi penjelasan, jika diperlukan. 
2. Pcnjelasan berfungsi se bagai taisiran resrni pembentuk Peral uran 

Daerah alas norr.ia tcrtentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, 
penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari 
norma yang diatur dalam batang tubuh. Dcngan demikian, 
penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norrna dalam 
batang tubult tidak belch mengakibatkan terjadinya kctidakjelasan 
dari norma yang dijelaskan. 

3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk 
rnernbur t peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari 
mernbuat rurnusnn nor ma di dalarn bagian penjelasan. 

4. Dalam pcnjelasan dihindari rumusan yang ismya memuat 
perubahan terseluoung tcrhadap ketentuan Peraturan Daerah. 

5. Naskah pe njelasan disusun bersarna-sarna dengan penyusunan 
rancangan pcratura-i dar rah yang bersangkutan. 

6. .Judul penjclusan <ama dengan judul Peraturan Daerah yang- 
L crsangku ta n , 

Contoh: 

'JEMBARAN IJAER.1\H PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 
NOMOR. ... 

Contoh: 
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14. .Jika suatn pasal terdiri dari beberapa ayal atau butir tidak 
mcmerlukan penjeiasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi 
penjelasan. Cukup jelas., tanpa merinci masing-rnasing ayat atau 
bu tir. 

a. Jika itu pusal terdiri dari beberapa ayat atau butir can salah 
satu ayat a.au butir cersebut memerlukan penjelasan, setiap 
ayat atau butir perlu dicanturnkan dan dilengkapi dengan 
penjelasan yang scsuai. 
Contoh: 

Pasal 7 

10. Jika dalam penjelasan urnurn dimuat pengacuan Ke Peraturan 
Daerah lain a: au dokurne-n lain, pengacuan itu dilengkapi dengan 
keterangan mengenai sumbernya. 

11. Dalam menyusun per-jelasan pasal demi pasal harus, dipcrhatikan 
agar rumusannya: 

a. tidak bcrtcntangan dcngari materi pokok yang diatur dalam 
batang tubuh; 

b. tidak memperluas atau mcnarnbah norma yang ada dalarn 
batang tubuh; 

c. t.ida k rnelakukan pengulange n a.as materi pokok yang diatur 
dalam ba .. ang tubun; 

d. tidak .nengulangi uraian kata, istilah, atau pcngertian yang 
telah dimuat -ii dalarn ketcntuan umum. 

12. Kctentuan umum yang memuat batasan pcngertian atau definisi 
dari kata utau istilah, udak oerlu diberikan penjclasan karena itu 
baiasan pengcrtian a .. au dcfinisi harus dirumuskan sedemikian 
rupa schingaa dapat dimengcrti lanpa merncrlukan penjelasan 
lebih lanjut. 

13. Pada pasal atau a.yal yang tidal; memerlukan penjelasan ditulis 
frase Cukup jelas yang dic khiri dengan tanda baca titik , sesuar 
dengan makna Irase pcnjelasr n pasal demi pasal tidak 
digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang 
tidak memer lukar, peri.elasan. 

Contoh yang kurang tcpat: 

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal Q (Pasal 7 s/d Pasal 9) 

Cukup jelas, 

Seharusnya 
Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal8 
Cukup jelas. 

Pasal9 

Cukup jelas. 
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M. LAMPIRAN (Jika dinertukan] 

Dalarn hal Pcraturan Dacrah mernerlukan lampiran, hal tcrsebut 
har'us d.nyatakan dalarn batang tubuh dan pcrnyaiaan bahwa 
lampiran tcrsebut merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari 
Peraturan Dacrah yang i:.H . .rsangkutan. Pada akhir larnpiran harus 
dicantumkan ru.rna dan tanda Langan Gubernur scbagai pejabat yang 
mcngcsahkan / menctapkan Peraturan Daerah yang Lersangkutan. 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jcias. 

Cukup jcl.is. 

Ayat (2) 

Ayat(l) 
Yang dirnukst.d denuan "persidangan yang berikut" adalah 
masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya 
diantart.i satu masa roses. 

L. jika suutu istilah ,' kata/ frase dalam suatu pasal atau ayat yang 
mcmerlukai. pcnjclasari, gunakan tanda baca pctik (" ... ") pada 
ist.ilah Kata/ Frase tcrscnut. 

Conteh : 
Pa sal 2:=5 

Ayat (4) 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Ayat(l) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Ayai ini diruakaudkan untuk membcri kcpastian hukum 
kcpada haki:n dan para perigguna hukum. 

Ayal (3) 
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4. Jika pasal t,·rdiri dari beberapa ayal pendelegasian kewenangan 
dimuai. pada ayat tcra k hir dari pasal yang bcrsangkutan. 

5. Jika pasal terdiri clan banyak ayat, pendelegasian kcwcnangan 
d aput uipertirnbar.gknn untuk diinuat dalam pasal tcrscndiri, 
karcna rnateri pcndelegasian mi pada dasarnya berbe da dengan 
apa yang c'iatur dalarn rangkaian ayat-ayat sebelurnnya. 

cara permohonan 
dengan Peraturan 

(2) ketcntuan lcbih lanjut tentang tata 
peridaftara n dcsain mdusti i diatur 
Gubernur. 

( 1) ... 
Pa.;nl 10 

Conloh: 

( l) ... 
(2) Keteruuan lchih lanjut mengenai .. . diatur dengan a tau 

berdasa:kan Peraturan Gubcrnur. 

3. Untuk me mpcrrnudah c.alam pencntuan judul dari peraturan 
pelaksana yang akan dibuat rumusan pendelegasian perlu 
mencanturnkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang 
akan diatur lel.ih lanjut . 

Pasal ... 
Contoh huruf b: 

( l) ... 
(2) Keteritut.n lebih Ia njut rncngenai ... diatur dcngan Peraturan 

Guberuur. 

Pasal ... 
Con Loh It t rrif e: 

b. Jika pcngaturan mat eri tcrsebut dibolehkan didelegasikan lebih 
.anjut (subdelegasi] gu-iakan kalimat Ketentuan Iebf h lanjut 
mengenai ... diatur dengau atau berdasarkan ... 

a. Jika matcn yang didclegasika 1 sebagian sudah dialur pokok- 
pokoknya di dalarn Peraturan Duerah yang mendelegasikan, tetapi 
matcri itu har us cliatur hanya di dalarn F'craturan Daerah yang 
didelegasikan dan tidak belch ciidclcgasikan icbih lanjut kc 
Pcraturan Pcrundang u rdangan yang lcbih reridah (subdclcgasi}, 
6unaka11 kalima, Ketentuan lebih lanjut mengenai ... dia tur 
dengan ... 

2. Pcndelcgasian kewcna ngan rncngatur, harus menyebut dengan tegas 
ruang lingkup mate-i v,.ug d ia t t r. 

1. Pcraturan Dacrah dapat rncndcl cgasikan kcwenangan mengatur lebih 
lanjut kepada Pcraturan Gubernur atau Keput.usan Gubcrnur. 

A. PENDELEGASI/.N KEWENANGAN 

BAB 11 
HAL-HAL KHUSUS 
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1. J ika ada Peral uran Dacral 1 lama yang tidak diperlukan lagi dan 
diganti dcng.in Peraturan Dacrah baru, .>craturan Daer ah yang bar u 
harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak 
diperlukan itu. 

2. Perat.uran Daer ah pada dusarnya hanya dapat dicubut mclalui 
Peraturan Daerah. 

3. Jika Peraturan Daerah bar u merigatur kcmbali suatu materi yang 
sudah diatur dan suduh dibcrlakukan, pcncabutan Peraturan 
Daerah itu dinyatakan dalarn salah satu pasal dalam kctentuan 
penutup dari Peraturan Dacrah yang baru, dengan menggunakan 
ru.nusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

4. Pcncabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau 
diurnumkan, tetapi bclurn muiai bcrl .ik u, dapat dilakukan dengan 
peraturan Lerscndin dengan menggur.akan rurnusan Jitarik kembali 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

5. Jika pencabuian Peraturan Dacrah dilakukan dcngan pcraturan 
pccabutan tr-rsendiri, pcraturan pencabutan itu hanya mernuat 2 
(dua) pasal yang di tulrs dcngan angka Arab, yaitu sebaga. berikut: 

C. PENCABUTAN 

4. Kctenruan pcnyidikan ditcmpa+kan scbelum ketentuan pidana atau 
jika dalam Peral um n Dacra h tidak diadakan pengclompokan. 
diu mpatkar pada pasul scbr lurn ketentuan pidana. 

1. Kctcntuan penyiciikan daput dirnuat di dalam Pcraturan Daerah. 

2. Kctcntuan pcnyidixan rnernuat pcmberian kewe.nangan kepada 
Penyidik Pcgawai Negcri Sipil atau instansi tertcntu untuk menyidik 
pela nggaran tei hadap ke tcnt ua 1 Peraturan Daerah. 

3. Du larn mcrurnuskan ket cnt uan yan~~ meru..njuk pejabat tertcntu 
sebugai pcnyidik iicndaknya diu sahakan agar tidak mcngurangi 
kcwcnarigan pcnyidik umu n untuk rnclakukan pcnyidikan. 
Contoh : 

Pcjabat Pegaws .. i Negcri Si pil tcrteutu di lingkungan ... (nama SKPD 
atau instansi) ... dapat ciiberikan kewenangan untuk melaksariakan 
pe nyidikan tcrhad ip pck.npgaran tcrhadap ketcntun.i-Lctentuan 
dalam Peraturan Daerah im. 

B. PENYIDIKAN 

Pasal ... 
'-Ial hal yang belurn cukup diatur dalarn Peraturan Daerah ini, diatur 

lcbih lanjut dengan Peral urun Gubcrriur. 

6. Dalam pendelegasum kewenangan mengatur scdapat mungkin 
dihindari adanya detcgasi blangko. 

Contoh : 
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1. Pcrubahan Per.u.urnn Daeruh dik.kukan dengan: 

a. menyisipkan atau mcnarnbah rnate ri ke dalam Peraturan Daerah: 
utau 

b. menghapus atau menggantr sebagian materi Peraturan Daerah. 

2 Pcrubahan r>natt.:ra'1 uaerah d apar dilakukan terhadap: 

a. seluruh atau sebag.an buku, bab, bagian, parr.grat, pasal, 
dan/ a tau ayat; atau 

b. kata, istilah, kr lim» t, .. mgka, clan I z.tau tanda baca. 

3. Jika Pcraturan Dae.rah yang diubah mernpuyai narna singkat, 
Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat 
Pcraturan Daerah yang diubah. 

4. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah terdiri atas 2 (dua) 
pasal yang ditulis dcnga.i angka Romawi yaitu sebagai berikut: 

a. Pasal 1 memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan 
menyebutkan Lernb-iran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan 
Tambahan l.ernbaran Dacrah Provinsi Sulawesi Tenggara yang 
diletakkan di antara tanda baca kurung scrta mcmuat materi atau 
norma yang diuban. .Jika materi pcrubahan lebih dari satu, setiap 
materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 
3, dan seterusnya). 

D. PERUcAHAN PERA'i'URAN DAERAH 

Pasal2 

Peraturan Dacrah i111 mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
6. Pcncabutan Perat.urari Duer ah yang mcnimbulkan pcrubahan dalarn 

Peraturan Daerah lair 1 ) ang tcr kait, tidak mengubah Peraturan 
Daerah lain yang terkait iersebut, kecuall ditentukan lain sccara 
tegas. 

7. Peraturan Ducrah atau kctentuan yarg tclah dicabut, otornatis tidak 
berlaku kcmbali, mcskipun Pera+uran Daerah yang mcncabut di 
kcmudian hari dicabut pula. 

Pasal 1 
Peraturan Dacrah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan 
Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Dacrah provinsi 
Sulawesi Te-iggara Tnhun ... Nomor ... ) dicabut dan di nyatakan 
tidak bcr.aku. 

a. Pasal 1 merrruat ketentuan ) ang menyatakan tidak berlakunya 
Peratui an Daerah Jang sudah diundangkan tetapi belum mulai 
berlaku. 

b. Pasal 2 rnernuat ketcntuan ter tang saat mulai berlakunya 
Peraturan Daer ... ih pe ncabutan ye.ng bersangkutan. 
Contoh 
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c. Pasal 11 mernuat kctcntuan ter tang saat mulai berlaku. Dalam hal 
tertentu, Pasal II j L1gr1. dapat memuat ketentuan peralihan dari 
Peraturan Daerah, per .ibahan, yang maksudnya bcrbeda dengan 
ketcntuan pcralihan dari Pera tu ran Daerah yang diuhah. 

Sulawesi Provinsi a. Nomor. .. Tah un .. (Lembaran Daerah 
Tengg .. ua Tahun ... Nornor ... ); 

b. Nomor ... Tahur.... (Lernbaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun ... Nornor .. ); 

Pasal 1 
Peraturan Daerah No nor Tahun Ten tang (Lcmbaran 
Daerah Provinsi Sulavcsi 'i'enggara Tahun ... Nomor ... ) yang 
Lelah beberapa kali diubah denr,an Peraturan Daerah: 

Pasal 1 
Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 
lentang Ba11k Pcmbangunan Daerah Sulawesi Tenggara 
[Lembaran Gaerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun ... Nomor. .. , 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor ... ) 
diubah sebagai berik ut : 

1. Ketentnan Pasal 6 diubah sehingga berounyi sebagai bcrikut: . 
2. Ketcnt.uan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: . 
3. dan seterusnya ... 

b. .Jika Peraturan Daerab lelah diubah lebih dari satu kali, pasal 1 
memuat seiain mcngikuti ketentuan pada Nomor 156 huruf a, 
juga tahun dan nomor da.ri ?eraturan Perundang-undangan 
perubahar. yang ada serta Lernbaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara yang dilctakkan di antara tanda baca kurung dan 
dirinci dcngan h ur ul-huruf (aojad) kecil (a, b, c dan seterusnya). 

Contoh: 

Conloh: 
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4. Dalarn mcr urrruskan kL·cenluan Peraturan Daerah, gun 1i<.a11 kaidah 
Lala bahasa Indonesia yang baku. 
Conloh kalirnat yang tidak Laku: 
(1) Rumah itu pintunya putih. 
(2) Pintu rumah ita warrianya putih. 

lstilah minurnan kcras mcrnpunyai makna yang kurang jelas 
dibandingkan dcngan ist ilah minurnan beralkohol. 

Contoh : 

3. Hiridarkan penggunaan katu atau Irase yang artinya kurang mcnc 1lu 
aiau koritcksnya dalarn kalimat kurang jelas. 

( 1) Perrnohonan ber isi lcbih dari seorang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat ( L) harus mernenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 

Rumusan yang lebih Laik. 

Pasal 5 
(1) Untuk dapat me+.gajukan pcrmohonan kcpada Guberriur 

sc bagairna na dimak sud dalarn 0asal 4 ayat (1) Peraturan Dacrah 
ini, harus dipcriuhi syarat-syarat sebagai bcrikut: 

Conteh: 

2. Dalarn meruinuskan kctentuan Peraturan Daeah digunakan kalimat 
yang tcgas, jclas, singkat, da n mudah dimcngcrti. 

( 1) Suami isteri wajib saling rnencintai, menghormati setia, dan 
mcrnbcri bautuan lahir bu th in 

Rumusun yang lebih baik: 

Pasal 34 
( 1) Suami is Leri w.ijib saling cinta mencintai, hormat mcnghormati 

setia dan memberi banru.-n lahir bathin yang satu kepada yang 
lain. 

Coritoh: 

1. Bahasa Peratui an Ds.erah pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata 
Bahasa Indonesia, baik y2.ng menyangkut pembentukan kata, 
penyusunan kalimat. teknik penulisan, maupun pengejaannya, 
narnun dernikian bahasa Peraturan Daerah mempunyai corak 
tcrscndiri yang bercirikan kcjernihan at au kejelasan pcngcrtian, 
kelugasan, kebakuan, keserusian, dan ketaatan asas sesuai dengan 
kcbutulran huki irn. 

A. BAHASA PERA TU:RAN DAEnAH 

BAB III 
RAGAM l3AHASA PERATURAN DAERAH 
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9. Jika mcrnbuat pengacuan kc pasal atau ayat lain, sedapat mungkin 
dihindari penggunz.an Ira se tanpa mengurangi, dcngan tidak 
me ngurangi, at-au tanpa me.ayimpa.ng dari. 

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meirputi pengertian 
penahanan atau penge-rnarian kareria pengcrtian periahanan 
tidal; sarna dengan rengerliari pengamanan. 

8. Di dalarn Peraturan Dacruh yang sama hindari pcnggunaan: 

a. bcberapa isfilah }u.ng berbcda untuk me nyatakan satu. 

Coritoh : 

Istilah g-=iJi, up.ih, atau pendapatan dapat rnenyatakan pengertian 
penghasilan. Jika un tuk rnenyatakan perighasilan, dalam suatu 
pasal Lelah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal 
selanjutnya jarigan meriggunakan kata upah atau pcndapat an 
untuk mcnyatakan pcnpert ian penghasilan 

b. satu istilah untuk bebcrapa pcngertian yang bcrbeda. 

Conteh: 

Rurnus.an yan.; baik: 
3. Pcrtanian melputi pcr'ccbunun. 

Contoh: 
3. Fertanian rnelipu l pula pcrl« bunan, peterriakan, dan pcrikunan. 

7. Hi ndari pcm bcrian arti k cpada kata ata u fr 3.Sc yang maknanya 
tcrlulu mcnyimparig dari rnak na yang biasa digunakan daam 
penggunaan bahasr- schari hari. 

6. Untuk mernpcrscrnpu pcngcrt 'an kata istilah isilah yang sudah 
dikctahui urnum tan oa rncrnbuat definisi buru, gunal.an kata t idak 
meliputi. 
Conteh 

5. Anak buah kapat t idak mclipi .. ti k oki magang. 

Conteh: 
6. Pejabat negara rrr-Iip.rti direksi badan usaha milik negara dun 

direk-si badan 'u sa hu milik dacrah. 

5. Unluk memueriknn pe rluasan pengertian k.ita atau iutilah yang 
s uda h diket rh ui urn um tun pa mernbuat defi n isi baru, gunakan kata 
rncliputi. 

(3) lzin usaha peru sahaan yar-g melanggar kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 6 d apat dies.but. 

Contoh kalimat yang baku: 
( 1) Rumah itu rncmpunyai pin tu (yang berwarna) putih, 
(2) Pin tu rama !1 itu (bcrwarna) putih, 

Warria pin tu ru:nah itu putih. 
(3) Pcrusahnan yang m.ilanggur kcwajiban sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 6 dapat dicabut isin usahanya. 
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... dipidana dengan pidana pcnjara paling singkat 3 (tiga) tahun, atau 
pidana pcnjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

Contoh: 

1. Untuk menyatakan pcngcrtian maksimum dan rrnrumu m dalam 
mcnenlukan aricarna n pidaria a ta u batasan wakt.u yang digunakan 
ka U.1 paling. 

B. PILIHAN KATA ATAU ISI'ILAH 

(2) pcnggabungan (meryer) 

( 1) penghincan terhadap peradilan (contempt of court) 

Contoh: 

12. Penggunaan kata atau Irasc bahasa asing hcndaknya hanya 
digunakan di dalarr ncnjelasan daerah. Kata atau frase bahasa asing 
iu. didahului oleh padariannya dalarn Bahasa lndoncsi.i, ditulis 
miring, dan dilc.akkan di a nta ra Landa baca kurung. 

(2) devisa (alat pemba; rran luar ncgeri) 

(1) dcvaluasi [pcrru ru n .. in n ila i uang] 

Contoh: 

e. lebih mudah dipaharni daripada tcrjemahannya dalam Bahasa 
Indonesia. 

d. Jcbih mcmpcrrnudah tcrrapainya kesepakatan; atau 

c. mernpunya. corak m te rriasionu l; 

b. lebih singkat bila dilx ndingkan dcngan padanannya dalarn 
Bahasa Indonesia; 

a. mernpunyai konoras. yang cocok; 

a. Gubernur adalah nubr:rnur Sulawesi Tenggara. 

b. Dewan Perwakilan Rakya: Dacrah yang sclanjutnya disebut 
DPi~D adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi 
Sulawesi Teuggara 

11. Pcnyerapan ka ra atau Ira se bahasa asing yang banyak dipakai dan 
telah disesuaikan cjauuva deng ... n xaidah Bahasa Indonesia dapat 
digunakan, jika ks.ta atau Irasc tersebut: 

Con Loh: 

10. Jika kata at au frasc tcrtern.u digunakan bcrulang-ulang rriaka unt uk 
menycderhanakar.. rurriusun dalam Pcraturan Daerah, kata atau 
frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, 
istilah, pcngertian , atau digunakan singkatan atau akronirn. ' 
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Apabila anggota Kornisi Pcmberantasan Korupsi berhcnti dalam 
masa jabatan nya kare.ia alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayal (4). yang bersaugkutan digantikan oleh anggota 
pengganti sarnpai habis rnasa jabatannya. 

c. Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu 
kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau 
mungkin tidak terjadi (pola kemungklnan-maka). 

Contoh: 

.Jika suatu pcrus.i'raan melanggar kcwajiban scbagairnana 
dirnaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tcrsebut dapat dicabut. 

L. Kata apabila digunakan uruak menyatakan hublingan kausal 
yang mcngandung waktu. 

6. Untuk rnenyatakan mak na pengandaian atau kemungk.inan, 
digunakan kata jika. apahila, at au frase dalam hal. 

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal 
(pola karcna-maka). 

Contoh: 

Se lain waiib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, 
pemohon wajib .nernbay.ir biaya pcr.daftaran sebagairnana dirnaksud 
dalarn Pasal 1 LI.. 

Contoh: 

Yang dimaksud Jer~...111 anak buah kapal adalah mualim, juru rnudi, 
pelaut, dan koki, kecuali koki magang. 

5. Untuk rnenyatakan makna termasuk, gunakan kata selain. 

4. Kata kecuali diterupat kan langsung C:.i belakang suatu kata, jika 
yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. 

Con Loh: 

Cor.toh : Kccuz.li A da n 13, sctiap orang wajib memberikan kesaksian 
di dcpa n sidang pengadi la n. 

3. Untuk rncnyatakan mak na tiaak termasuk, gunakan kata kecuali. 
Kata kecuali ditcmpatt.an c:i awal kalimat, jika yang dikecualikan 
adalah scluruh kaliniat. 

a. waktu, gunakan frasc paling singkat atau paling lama; 

b. jurnlah uang, gur.akan Ira se paling sedikit atau paling banyak; 

c. jumlah non uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi; 

2. Untuk menyatakan maksimum dar. minimum bagi saruan: 

sedikit Rp 500.000,0C, (Iirna ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 
1 .000.000.000.00 (satu rnilyar rupiah). 
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14. Untuk rnenyatakan adanya suatu kewajiban yang tclah ditetapkan, 
gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 
bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurul hukum yang 
berlaku. 

Gubcrnur dapat mcnolak atau mcngabulkan perrnohonan izrn 
huriian rumah dinas. 

Conteh: 

13. Urituk rnenyatakan sifat diskresioner dari suatu kewcnangan yang 
diberikan kepada seoraug at au lembaga, gunakan kata dapat 

Gu bcrnur bei wenang mcnolak a tau mongabulkan permohonan izin 
hunian rumah dinas. 

Con Loh: 

12. Untuk rnenyatakan pernberi.m kewenangan kepada seseorang atau 
lcmbaga guuakan kata herwenang. 

Setiap orang berhak merigemukakan pendapat di muka umum. 

A dan/ a tau t3 dapat mernperoleh ... 

11. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. 

Contoh: 

Con Loh 

A atau B wajib mcrnberikan ... 

10. Untuk menyaiakan si.at kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frase 
dan/atau. 

Conteh : 

A dan 8 dapal menjadi ... 

9. Untuk menyatakan sifat altcrnatif, digunakan kata atau. 

Contoh: 

Pada saar Peraturan Dacrah mi mulai berlaku, Pasal 45, Pasal 46, 
dan Pasal 4 7 Pcratu ·an Dacrah No... Tahun . . . Ten Lang 
dinyalakan tidak berlaku. 

8. Untuk mer.yatakan sifat kurnulafif', digunakan kata dan, 

Contoh: 

7. Frase pada saat digunakan untuk mcnyatakan suata kcadaan yang 
pas ti akan tcrjadi di rnasa dcpan, 

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipirnp.n oleh Wakil 
Ketua. 

Contoh: 
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Contoh: 

4. Pcngacuan dua atau lebih tcrhude p pasal aiau ayat yang berurutan, 
tetapi ada ayat dalam sa lah satu pasal yang dikecuulikan , pasal atau 
ayat yang tidak iki it diacu (1 inyatakan dcngan kata kecualr. 

b .... sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) sampai dengan 
ayat (4). 

a .... scbago imana dimak s.ud dalarn Pasal 5 sarnpai derigan Pasal 
12. 

3. Pcngacuan dua atau lcbih tcrhadap pasal atau ayat yang berurutan 
t idak pcrlu menyeiutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayal yang 
diacu tctapi cukup dengc.n me-nggunakan frase sampai dengan. 

b. Izin sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 3) berlaku pula ... 

a. Pcrsyaratan scbagaimunu di.naksud dalam Pasal 13 c vat tl) clan 
ayat (?) ... 

2. Tckruk perigacuan dilakukun d.-ngnn mcnunjuk pasal atau ayal dan 
Pcraturan Dacrah yang bcrsangkuu.n atau Peraturan Perundang 
undangan yang lain der gan rnenggunakan frase sebe gaimana 
dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dima asud pada ayat 

Conlon: 

1. Pada dasarnya seti.ip pasat mcrupakan suatu kebu.atan pcngertian 
tanpa mengacu ke pasul a au ayat lain. Namun untuk rnenghindari 
pcngulangan rumusan dapat d.gunakan tcknik pengacuan. 

C. TEKNIK PENGACUAN 

16. Untuk mcnyatakan adanya larangan, guriakan kata dilarang. 

Untuk mernpcrolch izi n mcndirikan bangunan, scscorang harus 
mcmeriuhi syarat-sy arat scbagai berikut: 

Conteh : 

15. Uutuk -ncnyatakan pcmcnuhan suatu koridisi atau per syaratan 
te rten tu, gunakan kata harus. .Jika keharusan tersebut tida k 
dipcnuhi, ) ang bersangkutan udak mcmperolch scsuatu yang 
sehar'usnya akan dicapat seandainya ia memenuhi kondisi atau 
persyaralan terset.ut. 

Un tuk rnernbangun rumah, seseorang wajib mcmiliki izin mcndirikan 
bangunan. 

Conteh: 
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10. Pengac.:uan dilakukan dengan mcnyebutkan secara tcgas nomor dari 
pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna Irase pasal 
yang terdahulu atau pasal t erseb ut di atas. 

Perrnohonan iziri pengclolaan hutan wisata sebagairnuna dimaksud 
dalarn Pasal 1'1 dibuat dularn rangka.p 5 (lima). 

Pa sal ... 

Coutch: 

8. Pcngacuan hanya dupat dilakukau kc Pcraturan Daerah atau 
Peraturan Perundang-undo ngan yang tingkatannya lebih tinggi. 

9. Hindari pengacuan kc pasal atau avat yang tcrletak sctelah pasal 
atau ayat yang ber sangkutan. 

lzin Kebun Taria rnan 1-<al~y~tl scbagairnana dirnaksud dalam Pasal 15 
dibcrikan olch Kcpala Dma s. 

Con Loh: 

7. Pcngacuan scdapat mungkin dilakuk rrt dcngan mencanturnkan pula 
secara singkal materi pokol: yang diacu. 

(3) Tzin sebagairnana dirna k sud pada ayat ( 1 ), Pasal 7 ayal ('.2) dan 
.iyat (4), Pasal 12, dun Pasal 13 ayat (3) diajukan kcpada Kcpala 
Dinas. 

( 1) . 

(2) . 

Fasal l~ 

Cont oh 

6. Jika ada dua atau lcbih perigacuan, ur utun dari pcngacuan dirnulai 
dari ayat dalam pasal yang bcrsangkutan (Jika udu}, kernudian 
diikuti dengan pa . sal atau ayat yang angkanya lebih kecil. 

(2) lzin sebagaima-ia dimuk sud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 
60 (enan. pul uh] hari. 

( 1) ... 

Pasal 8 

Con toh: 

5. Kata Fasal ini tidal- perlu digunakan jika ayat yang diacu 
mcr upakan salar. satu ayat dalarn oas al yang bersangkutan. 

b. Keterituan scbagairnana dimaksucl pada ayat ( 1) sarnpai dengan 
ayal (5) beriaku j uga bagi tahanan kecuali ayat (4) huruf a. 

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai 
dengan Pasal 12 bcrlaku j uga bagi calon hakim, kecus.li Pasal 7 
ayat (1). 
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/ 
NUR ALAM A- 

Pada saat Peraturan Daerah iru berlaku, Peraturan Daerah 
Nomor Ta.run ... (Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun Nomor ... .Tc rnoahan Lernbaran Daeral I Provinsi Sulawesi 
Tcnggara Nomor ... ) tetap berlaku kecuali Pasal 5 sampai dcngan 
Pasal 10. 

11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbaga: ketcntuan 
pcraturan daerah yan~ tidak disebut.can sccara rinci, menggunakan 
Irase sesuai dengan keteutuan Peraturan Daerah. 

12. Jika Peraturan Daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya 
scbagian dari ketentuan peraturan daerah tersebut, gunakan frase 
tetap berlaku, kecuali ... 

Contoh: 
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PERATURAN D/.ERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah). Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

GUBSRNUI~ SULAWE,Sl TENGGARA 

dan 

DEWAN PERWr'\KiLAN RAKYAT DAE:RAH PROVINSI 
SULAWESI TENGGARA 

Dcnf:811 Pcrsctuj uan Bersama 

2 , 

3. dan sctcrusnya ; 

1 , Mengingal 

c. can setcri isnya ... ; 

Menimbang: a. bahwa .. ; 

b. bahwa .. ; 

GUBERNUR '.3ULAWF:SI TENGGARA, 

DENG<\N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

(Numa Pcraturan Dacruh] 

TENT ANG 

NOMOR ... TAHUN ... 

PERATUPAN DAEP--AH PROVINS! SULAWESI TENCGARA 

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN D/LERAH PROVINS! 

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH 

2013 TANGGAL 

LAMPIRAN III: PERA':".'llRAN DAER.AH PROVIS! SULAWESI TENGGARA 
NOMOR 



LEMBARAN DAERAH PROVIN~I SULAWESI TEHGGARA TAHUN ... NGMOR ... 

NAMA (tanpa gclar dan ,:mngkclt) 

(Landa L8ngan) 

SEI\.RETARIS DAERAH PROV! NS! 
SULAWESI Tt<:N(rGAKA, 

Diundangkan di Kcndari 
pada tanggal ... (tang6al/ bulan / ta hun) 

NAMA (tanpa gelar dan pangkat) 

( Landa t.mgan] 

GUBERNUI-< SULAWESI TENGGARA, 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal .. (tanggal/ bulan/ tal run) 

Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tariggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, mernerinlahkan 
penguridangan Pen. .. turan Daerah ini dengan penempatannya 
dalarn Lernbaran Dacrah Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara. 

P .isal ... 

13AB (da.i sctcrusnya) 

Pasal 2 

BAB II 

Pasal 1 

BAB 1 
KSTENTUAN UMUM 
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Pasal ... 

BAB II 
Bagian Pcrtarna 

Dalam f'craturP..n Gubcrnur ini yang dirnaksud dcngan : 

lasal 1 

BAB I 
Kl~TENTUAN UMUM 

(-Judul Pcraturan PERATURAN GTJBSRNUR TENTANG 
Gubcrnui j. 

Meretapkan 

M l<:MUTUSKAN: 

3. dan sctcrusnya ; 

2 , 

1 , Mengingat 

C. clan SCLCI u snva ... ; 

b. ba hwa ... ; 

Mcnimbang : a. bahwa ... ; 

GU13~RNUt~ SULAWESI TENGGAl~A, 

DENGAN RAl!~.IATTUIIA.N YANG MAHA ESA 

(J'...ldul Pcraturan Gunberriur] 

TENTANG 

NOMOR ... TAHUN ... 

PERATUR:\N C'UBt.:RNUR SULAW~Sl TENGGARA 

II. PERATURAN K.EPALA DAERAH 
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BERITA DAERAH PROVINS! SULAW8Sl TENGGARA TAHUN ... NOMOR ... 

NAMA (tanpa gelar dan pangka"] 

(Landa tangan) 

SEKRETARIS DAZRAH PROVIN:::31 
SULAWESI TENGGARA, 

Diundangkan di Kcndari 
pada .anggal ... (tanggal .' bularr/ tahun) 

NAMA (tan pa gelar dan pangkat) 

(tanda tangan) 

GUBEl~NUR SL'LAWESI TENGGAR/., 

Ditetapkan di Kcr.dari 
pada tanggal ... (Langgal/bulan/Lahun) 

Agar sctiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 
pcngu.idangan Pcraturar Gubcrnur ini dcngan pcnernpatanuya 
dalam Beriu. Daerah Provmsi Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Peraturan Guberrrur irn mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal ... 

BAB ... 
KETEI\ TUAN Pfi:NUTU P 

l<CTENTUAN PERALIHAN (apabila adaj 

BAB ... 

Pasal ... 

BAB ... 

Pasal ... 

Parn.graf 1 
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BAB II 
Bagian Pertama 

Dalarn Perut uran Bersama ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATUR/\N BERSJ\Mi\ GUBERNUR SULAWESI TE1\JGGJ\R/\ 
[,AN GL1r1FRNUR / BUPATI / WALIKOTA ... , (Nama Provinsi z 
Kahupaten / Kotr.] TENTANG ... (Judul Pera+uran Bersama). 

Merietapkan 

MEML'TUSKAN: 

1 . . ' 
2 , 
3. dan seterusnya ; 

Mengingat 

a. Bahwa ; 
b cahwa ; 
c. dun sclerusnya ; 

Menimbang 

GUBERNUR SULAWESI Tt:NGG/~RA dan 
GUBERNUR/ BUPA fl/WALIKOTA ... , (Nama Provinsi/ Kabupaterr/ Kota] 

D~NGAJ\ RAH MAT TUH..A N YANG MAl IA t:SA 

Pudu1 Peraturan Bersama) 

TENTtJ\G 

N0\10R TAHUN . 
NOMOR TAHUN . 

• DAN GUBERN0R/BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Provinsr/Kabupaterr/Kota] 
PERATURAN BERSAMA 3UBERNUR SULAWESI TENGGARA 

III. PERA TURAN RERSAMA GUBERNUR 
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SERITA DAERAH PROVINS! SULAWl~SI TENGGARA TAHUN ... NOMOR ... 
BERITA DAERAH ... (nar-ia provinsi/kabupaten/kota) TAHUN ... f'iOMOR ... 

(narna tanpa gelar dun pangkat) [namu tanpa gclar aan pangkut) 

(tanda Langan) {Landa tangan) 

(nama ... , PI<OVINSI SEKrtETARIS DAERAH 
Provinsi / Ka bu paten/ Kota) 

SEKRETARIS DAER!,H 
SULAWESI TENGGARA, 

Di undangkan di (nama kota) 
Pada tanggal ... (tauggalybulan Ztahun) 

Di undangkan di Kendari 
Pada tanggal ... (langgal/ bulnn / tahun) 

(nurna tanpa gelar dan pangkat) (narna tanpa gelar dar: pangkat) 

(tanda Langan) (tanda tangan) 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... , 
(Narna Provinsi/ Kr bupatcrr/ Kota) 

GUBERNUI~ SULJ~WESI TL.:NGGARA 

Gitetapkan di (n -rna kota] 
pada tariggal (tanggal/bulan/tahun) 

Agar seuup orang mengetahuinya, mcmcrintahkan 
peugundangan Peraturan Bersarna mi dengan 
pencmpa annya daiarn Serita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenzgara dan Berita Daerah ... (Nama Provinsi/Kabupalcn/ 
Ko La). 

Peraturan Bersama iru rnulai berlaku pada tar.ggal 
diundar.gkun. 

Pasal ... 

BAB ... 
KETENTUAN PEl\rUTUP 

BAB ... 
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada) 

Pasal ... 

BAB ... 

Pasal .. 

Paragraf 1 
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PERATURAK !)AE;l{All TENTANG ... (Nama Peraluran Daerah). Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

GUEERN'J~ SULAWESI T8NGGARA 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! 
SULA WES! TENGGARA 

Dengan Persetujuan Bersama 

,r;. dan seterusnya ; 

2. ······························ , 

1. . ' Mengingat 

c. dan seterusnya ... ; 

b. bahwa ... ; 

Mcnimbang: a. bahwa .. ; 

GUPERNUR SULAWESI TENGGARA, 

DEMGAN Tij.HMAT TUH:\N YANG MAHA ESA 

(Nama Peraturan Daerah) 

TENT ANG 

NO MOR ... TAHUN ... 

PERATURA.t\. DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

I. BENTUK RAN CAN GAN PERA TlTRAN D1lERAH PROVINSI 

BENTUK PRODUK HOKUM DAERAH 

2013 

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH PROVIS! SULAWESI TENGGA..~ 
NOI\10R 
TANGGAL 



LEMBARAN DAERAH !JROVIN~,I SULAWESI TENGGARA TAHUN ... NOMOR ... 

NAMA (tanpa gelar dan pangk at) 

(tanda tangan) 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 
SULAWESI TENGGARA, 

Diundangkan di Kendari 
pad a tanggal ... (tanggal / bulan/ tahun) 

NAMA (tanpa gelar dan pangkat) 

(tanda tangan] 

GUBERNUR SULAWESI Tt:NGGARA, 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun) 

pengundangan Peraturan Daerah ini dcngan penernpatannya 
dalam Lem baran Dae rah Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara. 

mcmcrin tahkan mengetahuinya, orang sctiap Agar 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar.. 

Pasal ... 

BAB (dan setcru snya] 

Pasal 2 

BAB II 

Pasal 1 

BAB I 
KF.:TEI\JTUAN UMUM 
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Pasal ... 

BAB II 
Bagian Pertarna 

Dalam Pe rat.urur- i..;ubernur ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

clAB I 
KETSNTUAN UMUM 

(Judul Peraturan PERATURAN G~BSl~NUR TENTANG 
Gubcrnur}. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

3. dan seterusnya ; 

2 , 

1. . ' Mcngingat 

c. dan seterusny.i ... ; 

b. bs.hwa ... ; 

Mcnirnbang : 8. bahwa ... ; 

GUBERNU!~ SULAWE~-,1 TENGGARA, 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAI IA ESA 

(Judu! Peraturan Gunbcrnur} 

TENTANG 

NOM()R ... T AHUN ... 

PERATURAI''. GUBERf'lUR Sl.JLAWESI TEN(lGARA 

II. PERATURAN KEPALA DAERAH 
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BERITA DAERAH PP.OVINSJ SUL.\ W£SI TENGGARA TAHUN ... NOMOR ... 

NAMA (tanpa gclar o an pangkal} 

(tanda tangan) 

SEKRETARIS DAERAH PROVINST 
SULAWESI TENGG,\RA, 

Diundangkan di Kendari 
pada langgal ... (tanggaf /bulanytahun) 

!\JAMA (t anpa gelar dan pangkat) 

(landa Langan) 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Ditetapkan di Kcndari 
pad a tanggal ... (tanggal/bulan/tahun) 

Peraturan Gubernur mi rnulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap oran~ mcngetahuinya, memerinlahkan 
pengunciangar. Pcraturan Cubcrnur ini dengan penempatannya 
dalam Serita. Dacrah Provin.si Provin si Sulawesi Tenggara. 

Pa.sa l ... 

BAB ... 
KETEN~UANPENUTUP 

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada] 

8AB ... 

Pasal ... 

BAB ... 

Pasal ... 

Paragraf 1 
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BAB II 
Bagian Pertama 

Dalarn Peraturan Bcrsarna ini yang dimaksud dcngan: 

Pt,sal 1 

BAB I 
KETF-NTUAN UMUM 

PERATLJRJ\N 8SR~~AMA GUBERNUR SULAWESI TENGCA1<A 
DAN GUBERNUR / BU?ATI / WALIKOTA ... , [Narna Provinsi/ 
Kabupaten / Kola) TENTANG ... (Judul Perat uran Bcr sarna). 

Mcnetapkan 

MEMUTUSKAN: 

3. dan seterusnya ; 
.................. ······························· , 

1. . , 
2 . 

Mcng.ngat 

a. Bahwa ; 
b. oahwn ; 
c. dan sete ruanya ; 

Menimbang 

GUBERNL'I< SULAWESI TENGGARA dan 
GUBERNUR/5UPATl/WALIKOTA ... , (Nama Provinsi/Kabupalen/Kota) 

'JENG AN RAJ I MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

!Jud•i! Pcraturan Ber sama] 

TRNTANG 

NOMOR TAHUN . 
NOWOR TAllUN . 

I 

DAN G UBERNUR/BU PATt /WALIKOTA ... (Nama Provinsi/ Kabupatcn/ Kola) 
PERATLTRAN RERSJ\MJ\ CUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

III. PERATURAN BER;.:;;AMA GUBERNUR 
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BEP.ITA DAERAH PROVINS! SU~AW~SI TENG GARA TAHUN ... NOMOR ... 
SERITA DAERAH ... (nama provinsi/kabupaten/kota) TAHUN ... :r-..OMOR ... 

(nama tanpa gelar dan pangkat) (nama tanpa gelar clan pangkat, 

(tanda tangan) (Landa tangau) 

(nama ... , PROVINSI SEKRETARIS DAERAH 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota) 

SEKRETARIS DAERP.rl 
SULAWESI TENGGARA, 

Di undangkan di (nama kota) 
Pada tanggai ... (tanggal/bulan/lahun) 

Di undangkan di Keridari 
Pada tanggal ... (tanggal/ bulan/ t ahun) 

(narna tanpa gelar dan pangkat) (narna tanpa gelar dar. pangkat] 

(Landa tangun) (Landa tangan) 

GUB~RNUR/BUPATI/WALIKOTA ... , 
(Nama Provinsi/ KabupaLcn/ Kola) 

GUBERNUR SULAWESI T:SNGGARA 

Drtetapkan di (nama kota] 
pada tanggal (tanggal/bulan/tahun) 

Peraturan Berrsarna iru mulai berlaku pada tanggal 
diur.dangkan. 

Agar sctiap orang mcngetahuinya. memcrintahkan 
perigur.dangar- Peraturan Ber sarna mi dcngan 
penernpatannya dalarn Serita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara dan Berita Daerah .. (Narna Provinsi/KabupaLcn/ 
Kota]. 

Pasul ... 

BAB ... 
KSTE!'lTUAN PENUTUP 

BAB ... 
:<ETENTUAN PERALIHAN (apabila ada) 

Pasal ... 

BAB ... 

Pasal .. 

Paragraf 1 
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/ 

NUR ALAMlf 

ESI TENGGARA, ~ VUBERNURS 

NAMA (tanpa gelar dan pangkat) 

(tanda tangan) 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal ... (tanggal/bulan/tahun) 

Menctapakan : 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KE LIMA 

M EM UTUSKAN: 

: l ; 

2 ; 

3. dan seterusnya ; 

Mcngingat 

Menimbang : a. bahwa ; 

b. bahwa ; 

c. dan seterusnya : 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

(Judul Keputusan Gubernur) 

TENT ANG 

NO MOR ... TAHUN ... 

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

IV. KEPUTUSAN GUBERNUR 
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